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Menimbang :

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

T L

KOTA SAMARINDA TAHUN 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda
Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota
tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Samarinda Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana teiah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
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Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat I
Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Samarinda Nomor 7), Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda
Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Samarinda Nomor 19);

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Samarinda.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya

disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Samarinda.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

(2) Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
BAB III Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
BAB V Penutup.

® a0
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Pasal 4
cana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.

b.
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Inspektorat Daerah Kota Samarinda;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Samarinda;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota
Samarinda;

Dinas Kesehatan Kota Samarinda;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda:

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
Dinas Perdagangan Kota Samarinda;

Dinas Perikanan Kota Samarinda;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Samarinda;

Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;

. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda:
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;

. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;

. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;

. Kecamatan Loa Janan llir;

Kecamatan Samarinda Seberang;

. Kecamatan Palaran;

.Kecamatan Sungai Kunjang;
Kecamatan Samarinda Kota;
Kecamatan Samarinda Ulu;

. Kecamatan Samarinda Ilir;

Kecamatan Samarinda Utara;
.Kecamatan Sambutan; dan
.Kecamatan Sungai Pinang.
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(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:

a. Sistematika dan Substansi Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

b. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun
2021-2026.

c. Hasil rangkaian penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

BAB IV
PERUBAHAN
Pasal 5

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 500

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

L
ASRAN ISRAN, SH

Penata Tingkat I / Il d
NIP. 19800509 200604 1 011




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota
Telp.(0541)733926 Fax (0541)733986

SAMARINDA
M

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 800/2484/300.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024;
b. Bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Renja periu
dibentuk Tim penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);




5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6781);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841) :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkiatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repblik
Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah:

19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2023-2024;

20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda
Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015
Nomor 04);

21.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda
Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur: 64.72/1/18/2/2021/);

22.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:




23.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Samarinda Tahun 2021-2026:

24.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042:

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2024-2026;

26.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

27.Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU - Membentuk Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dengan susunan
Keanggotaan sebagaimana terlampir.
KEDUA - Tugas Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan 2026 capaian
Renstra SKPD;

2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Samarinda;

3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta
dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang
dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Samarinda:

4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD;

5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
yang diperoleh dari hasil Musrenbang tahun 2025;



6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan
Kegiatan pada Belanja Langsung SKPD Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

KETIGA - Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda Tahun 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil
kegiatannya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Samarinda
Pada Tanggal : 03 September 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

Tembusan Yth:
1. Walikota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. BAPPEDALITBANG Kota Samarinda:



SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

1 | Kepala BPKAD Ketua
2| Sekretaris BPKAD - - | Sekretaris
3 | Kabid. Anggaran Anggota
4 | Kabid. Perbendahraan Anggota
S | Kabid. Akuntansi Anggota
6 | Kabid. Aset Anggota
7 | Perencana Ahli Muda Anggota
8 | Subbag Umum dan Kepegawaian Anggota
9 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Anggota
10 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Anggota
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Anggota

I--l—--L
JN-‘A

Penilaian Pemerintah Ahii Muda _

Anggota




Rencana Kerja 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja
Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang
merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan

tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis
dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota

Samarinda.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Renja Perangkat Daerah, meliputi:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

C. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan
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Renja BPKAD Kota Samarinda juga merupakan rencana kerja tahunan yang
erupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di
" dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda

Tahun 2021-2026.

Renja BPKAD Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan pembangunan
tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana

kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Bagi BPKAD Kota Samarinda, Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan
pedoman untuk menyempurnakan Ranwal Renja BPKAD dalam rangka
mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025. Mengingat
RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,
maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu
RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Pemerintah Kota Samarinda,
RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, dan Ranwal RKPD Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2025 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan

dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai rancangan awal dokumen resmi Pemerintah Daerah, Ranwal Renja
SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan. Oleh karena itu Ranwal RKPD dan Ranwal Renja SKPD berfungsi
menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah
kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
daerah dan program kegiatan perangkat daerah. Sebagai rencana operasional,
Ranwal RKPD merupakan pedoman awal dalam penetapan RKPD dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan

RAPBD.
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W A
“;S'EI’gsﬁjutnya Rankir Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan g’g

x

epj'é (Si(PD melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun
Mhsﬁanbang RKPD yang kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD
vda‘n kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2025.

Secara terstruktur, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda dapat

didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:
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BAGAN ALUR 2:
KETERKAITAN RKPD DAN RENJA OPD
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BAGAN ALUR 4:
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Startegis Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 dan
Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, dimana BPKAD Kota Samarinda
merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses

pembangunan.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai
perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda yaitu
misi ke-3: “Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan,
akuntable dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi

masyarakat”.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 dan proyeksi
capaian Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, difokuskan pada peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya pada efektivitas
perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya BPKAD Kot

Samarinda merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam dokumen ini.
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BAGAN ALUR 5:
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD
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1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
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“.-'.‘" Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
" Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 85);

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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.‘.""' Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-
2042;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
(Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur:
64.72/1/18/2/2021);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
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. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025;

27. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dimaksudkan sebagai
berikut:

a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang
mendiskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kota
Samarinda Tahun 2025;

b. Sebagai bahan sinkrionisasi terhadap program-program dalam RKPD Kota
Samarinda Tahun 2025 dengan mengutamakan pengaruh pada isu- isu strategis
tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 adalah:

a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kota Samarinda dalam
melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kota Samarinda
Tahun 2025;

b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan
BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rankir RKPD Kota

Samarinda 2024.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 mengacu
pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut

adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja
BPKAD Kota Samarinda agar substansi pada bab-bab berikutnya dap
dipahami dengan baik.
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1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPKAD Kota

Samarinda, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda,
keterkaitan antara Renja BPKAD Kota Samarinda dengan Dokumen
RKPD, Renstra BPKAD Kota Samarinda dengan Renja K/L, dan Renja
Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undangg-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam perencanaan dan penganggaran BPKAD Kota Samarinda.
1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja BPKAD Kota Samarinda.
1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD

Kota Samarinda, serta susunan garis besar isi dokumen.
BABII HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 dan
Capaian Renstra BPKAD Kota Samarinda
Bab ini memuat kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian Renstra BPKAD Kota Samarinda pada tahun-tahun
sebelumnya, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
BPKAD Kota Samarinda. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini

antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasi

keluaran yang direncanakan;
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Realisasi program/ kegiatan yang melampauhi target Kkinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau
melebihi target kinerja program/ kegiatan;
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

BPKAD Kota Samarinda; dan

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Samarinda

2.3

2.4

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKAD Kota

Samarinda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tupoksi masing -

masing BPKAD Kota Samarinda dan peraturan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota

Samarinda Berisikan tentang:

1.

Sejauh mana tingkat pelayanan BPKAD Kota Samarinda dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan BPKAD Kota Samarinda;

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Samarinda;

Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/ internasional;

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD

Kota Samarinda;

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Reviu terhadap Renja BPKAD Kota Samarinda Berisikan uraian

mengenai:

1.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancang

RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;
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2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan rancangan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian

ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM,

asosiasi, perguruan tinggi. Sub bab ini mendiskripsikan:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota
Samarinda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1

3.2

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi BPKAD Kota Samarinda.
Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Samarinda

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Kota Samarinda
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPKAD Kota

Samarinda.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan;

2. Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan; dan

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan,

pagu indikatif, maupun keduanya.
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AB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung
administrasi, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan, dan penjelasan rumusan program dan kegiatan yang
tidak terdapat/ sesuai dalam RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu

indikatif maupun kombinasi keduanya.
BABV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan

c¢. Rencana Tindak Lanjut.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah , I /



Rencana Kerja 2025

BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum
masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan
penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang telah ditetapkan
sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas
keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Triwulan II
menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih on the track dengan
target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua
kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang
khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa
program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah.
Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika
penganggaran dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi
sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta
optimalisasi penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap
kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi
terhadap wusulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi
cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga merupakan unsur terpenting
dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan
kebijakan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome
atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi
penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ad
seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebija

yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola in
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nsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani
masyarakat umum guna menunjang capaian program kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang
mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga
tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor
yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun
mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya
berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program /
kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda guna mengakomodasi serta
menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang
berkembang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi
anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing
plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran
2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa
pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-
kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang
berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang
memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang
lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program
dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan
tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan
pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja
pegawai, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin
diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
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y Adapun alokasi serta realisasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan

. Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sampai Triwulan II (Semester I) tahun
2024 pada Badan Pengelolan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah
sebagai berikut :.

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi
pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih
menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja 65,51% dan Realisasi Anggaran Renja
OPD 46,99%. Namun evaluasi kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja
output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap
target yang telah ditentukan. Evaluasi capaian kinerja outcome akan
berpengaruh lebih signifikan untuk menunjukkan predikat kinerja lebih baik
yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda sebagai unit penunjang di bidang Pengelolaan Keuangan . Realisasi
dari target output yang ditetapkan tidak selalu berbanding lurus dengan
proyeksi perencanaan di awal, hal ini dikarenakan sebagian besar dari kegiatan
yang ada pada rencana kerja merupakan kegiatan rutin penyediaan yang tidak
terduga atau situasional/insidentil mengacu pada dinamika kebutuhan tahun
anggaran sebelumnya. Dengan demikian Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota samarinda optimis on the track atas semua pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Perubahan Renja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun
berjalan ini dilakukan demi mencapai optimalisasi dan keselarasan. Efisiensi
serta rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan
terwujudnya optimalisasi capaian kinerja pada program kegiatan lebih
diprioritaskan berpedoman pada peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini
dapat dimonitor dari hasil evaluasi berkala atas semua program kegiatan yang

ada terhadap target capaian yang diharapkan.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel T-C 29 berikut :
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Tabel T-C. 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapalan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2025

~

Kota Samarinda
Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Samarinda
Target Realisasi
Kinerja Target Target dan Reallsasi Kinerja Program dan
Capaian | Kinerja Hasil Kegiatan Tahun 2022
URUSAN / BIDANG URUSAN Satuan
/8 Indikator Kinerja Program [Outcomes) / Program |Program dan
Kode PEMERINTAHAN DAERAH DAN Indikator
PROGRAM/ KEGIATAN 2024 Sghian (nRiN2S 2024 WRensa | Kahures
Perangkat |Kegiatans/d| TargetRenja |Realisasi Renja Tingkat
Daerah) deng: Perangl Perangkat Realisasi Daerah
Tahun 2024 | tahun 2021 | Daerah Tahun | Daerah Tahun 1%) tahun 2023)
2023 —ali2d -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
5.02.0.00.0.00,02.0000 2 mj 'wmﬁa‘:“" CEMCTIGTAMKERNEANT | st Kt Gl Lagicrsn 1 1 1 100 1 0 100
5.02.0.00.0.00,02.0000 2| 201 “w”:'“p‘:l’:::“"‘““‘“ — | R R e | nemne 2 2 2 100 2 0 100
AnggaranDaerah  |Anggaran Daersh
5.02.0.00.0.00.02.0000 2| 2.01 | 1 |Koordinasi dan Penyusunan KU dan ppas | Uiz okumen KUA dan PPAS sesual (o 1 1 1 100 1 1 100
Regulasi dan Kebijakan Penganggaran
X Jumiah Dokumen KUA dan PPAS sesual
K
5.02.0.00.0.00.02.0000 2] 20| 3 [Soootonn den Raivosion Rerishan [ e o araie PasRRAEST | Db 1 1 1 100 1 1 100
KUA dan Perubahan PPAS i
Jumlah RKA SKPD sesuai Regulasi dan
i Regulasi
oordinasi, P kasi
5.02.0.00.0.00.02.0000 2| any | 3 BrESELPommmmmAn Vs | kan PesAsscn yerg A Dokumen 1 1 1 100 1 1 100
RKA-SKPD f
Jumlah Perubahan RKA SKPD i
umila 'Bru an sesual
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5.02.0.00.0.00,02 0000 2| 201 4 parubahan RKA-SKPD Regulasi dan Kebijakan Penganggaran | Dokumen 1 1 1 100 1 1 100
xang di Verifikasi
5.02.0.00.0.00.02.0000 2| 2011 5 m:l::;t. Penyusunan dan Verifikasi lnml.a‘: D"Pn SKPD sesual Regulasi dan Dokurnssi 1 100 1 1 100 1 1 100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di
02.0.00.0.00.02. 4 100 1
5.02.0.00.0.00.02.0000 220 |6 penibahan DPA-SKRD Vst Laporan 1 1 1 1 100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan lumlah Peraturan Daerah tentang APBD
5.02.0.00.0.00.02.0000 2| 2.01 | 7 |Daerah tentang APBD dan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah tentang Dokumen a ] 2 2 100 2 2 100
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan lumiah Peraturan Daerah tentang
Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
02.0.00.0.00,02. J B 2 2 2 100
g 208.000,0,00.02,0000 Sl Peraturan Kepala Daerah tentang Daerah tentang Penjabaran Perubahan Pokierien ? 2 2 0
j APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta |Jumiah Regulasi serta Kebijakan Bidang
.02, A 1
5.02.0.00.0.00,02.0000 2{201 |9 Xebiiakan Bida e o Dokumen 1 1 1 100 1 1 100
Jumlah Orang yang Mengikuti
. Pembinaan Perencanaan Penganggaran i __
5.02.0.00.0.00.02.0000 2l 2m |13 Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota :mn_-naan Penganggaran Daerah Orang 1 150 150 100 47 1 100
“emerintah Kabupaten/Kots
4 . Koordinasi dan Pengelolaan Jumilah Buku Juknis dan Laporan
gzuu.o.oo.ozmm 2| 202 Gesbirslitiaroin Secih e VAPED Buku 5 6 100 5 5 100
5 02.0000 2{ 202 | 1 |Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Dokiien 1 1 1 100 1 1 100
R, Pengelolaan erah
] Jumiah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa
Peng Si
2 202 2 [~ “::'T:m‘: s“’“'::ﬂi”""ga" Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Laporan 1 1 1 100 1 1 100
s = Sebelumnys
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan [ Jumiah Dok Hasil Pengendalian dan
2] 202 | 3 Penerbitan A aran Kas dan SPD Pe jtan Anggaran K3s din SPD Dokumen 1 4 47 47 100 47 47 100
202 | alp haan Pembiayaan Dagrah | UMoh Dokumen Hasil Penatausahaan |, L 1 1 1 100 1 1 100
- Pemblayaan Daergh




v,

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitaring dan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,

5.02.0.00.0.00.02.0000 2 Gl I R Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Dokumen 1 1 1
» g TG P v Pengelolazn Dana Perimbangan dan
dan Dana Transfer Lainnya o ne
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan jE: Hai' I en R ey
Permantauan Transaksi Non Tunal dengan Palakaniinn Karli suti day
5.02.0.00.0.00.02.0000 202 | 6 Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan | Dokumen 1 3 1
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga s G ke it
Keuangan Bukan Bank = " b
Keuangan BukanBank
Jumiah Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
00 Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan {PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
5.02.0.00.0.00,02. s Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan  |dalam rangka Penyusunan Laporan Hpsra 2 L 1
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga |Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
(PFK) Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Felaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan scisty Dol Hest Eooe Sy
Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah
g Pestal yang el Axiae Timbul Akibat Pengelolaan Kas
5,02.0.00.0.00.02.0000 2.02 | 8 |Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis | 7B it 5 | pokumen 1 1 1 100 1 2 100
; dan P a0l Ueng Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
; UMt Penempatan Uang Daerah sebagai
Daerah i
erah sebagai Optimalisasi Kas Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Jumiah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan | Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
o AV A A f B L 1
§:02.0,00.0.00.02.0000 e Pemotongan atas SP2D dengan | i [P gutan dan P gan atas SP2D Donmen 3 : L e . 1
Terkait dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Admini i [Jumiah F juk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan d Keuangan yang Berkaitan dengan
5.02.0.00.0.00.02,0000 2.02 | 10 |Penerimaan dan Pengeluaran Kasserta | Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta | Dokumen 1 1 1 100 1 1 100
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban |Penatausahaan dan
Sub Kegiatan Pertanggung/awaban Sub Kegiatan
. Jumlah Orang yang Mengikuti
5.02,0.00.0.00,02,0000 202 |11 :x:‘r‘;‘:;":'h":’“::':‘::‘:m““‘" Pembinaan P hoanKeuangsn  |Orang 200 200 200 100 1 200 100
- Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumizh Buku Juknis dan Laporan
.0.00.0. |
202 00.02.0000 ¥ dan Pelaporan Keuangan Daerah Pertanggungiawaban APBD Buku 2 E 8 0 8 & 100
oy Jumiah Laporan Hasil Koordinasi
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi ¢ )
1 Pemarhmai iy PangAbiron Kk Dkersaly Pelzksanaan Akuntansi Penerimaan dan  |Laporan 36 36 36 100 36 36 100
Rekonsiliasl dan Verifikasi Aset, t:';:.ﬂme::’:::k::"t“ B
2 |Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanjs, e S Dokumen 12 12 12 100 34 12 100
Pesmblsysan, Pendunatan10 den Babian Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
il pa Pendapatan-L0, dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan Jumiah Laporan Pertanggungiawaban
3 |Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Peiak APBD Bul , Triwul Laporan 18 18 18 100 18 18 100
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dan Semesteran
| K lidasi Laporan K gan SKPD, Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD
5.02.0.00.0.00.02.0000 4 |BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah |dan Laporan Keuangan Pemerintah Laporan 9 9 9 100 9 9 100

Daerah

Daerah yang Terkonsolidasi




/

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian ;mm ur:en:i b Kot;r.din:s-. » . I
5.02.0.00.0.00.02.0000 2.03 | 7 |Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan i) 4 dan Penyelesaian Tuntutan Dokumen 2 9 0 0 100 2k L]
: Perbendsharaan dan Tuntutan Kerugian -
Kerugian Daerah
erah
Penyusunan Analisis Laporan Jumiah Dokumen Hasil Analisis Laporan
5:04,8.00.0.00.02, 20318 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pokamen s # 3 100 2
Penyusunan Kebijakan dan Panduan lumlah Kebijakan dan Panduan Teknis
5.02.0.00.0.00.02.0000 2.03 | 9 |Teknis Operasional Penyelenggaraan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi |Dokumen 3 3 3 100 3
F 2 b Daeral
Pembinaan Akuntansi, Pefaporan dan J""w;c“':k“r" ":E;:::'“' -
5.02.0.00.0.00.02.0000 2.03 | 11 | Pertanggungjawaban Pemerintah gl ::5 b ER A . " lorang 150 1 150 150 100 1
tahupalen A ¢ FEI Iznmurlgjawa n Peﬂ'lﬂ'lﬂ“
Kzbugaten/Kota
5.02.0.00.0.00.02.0000 203 |12 :‘ ""‘“:'" SWnESiotan Keusgan B g"’;:;" D Ksbupsteniotayay |ty 13 1 13 100 5 1 1
Kabupaten/Kota
5.02.0.00.0.00.02.0000 2.04 Penunjang Umsanx K::enmgan a“hn Jumiah Lap:mn Hasil :msﬂolun Dana Laporan 2 2 2 100 0 0 106
Pengelolaan Keuangan Daerah |
5.02.0.00.0.00.02.0000 204 | 9 |pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak ‘“’:‘"‘ tporsn Hash :“‘“"“'“" Dana | . poran 0 100 2 2 100 o 2 100
Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Data dan Implementasi
5.02.0.00.0.00.02.0000 2.05 Sistern Informasi Pemerintah Daerah Rekonsilisasi Laporan Penerimaan OPD | Laporan E] 3 El 100 3 0 100
Lingkup Keuanean Daerah
i — ;
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem :’um:‘; 4 Hasil:_.fo; 2 dan)
5,02.0.00.0.00.02.0000 2.05 | 2 |informasi Pemerintah Daersh Bidang "‘""b :‘:‘;‘:“m""m' " ";"" Dokumen 1 1 1 100 1 1 100
Keuangan Dasrah i G A
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah L:':‘n:i" Drane "'"'I::‘“"':‘:‘; —_
5,02.0.00.0.00.02.0000 2.05 | 3 |Daerah Bidang Keuangan Daerah = :1?;5“‘:" “"n"'m “’:e " | orang 150 150 150 100 12 150 100
Pemerintah Kabupaten/Kota e i S ARk =
5.02.0.00.0.00.02.0000 PRDGR:M PENGELOLAAN BARANG MILIK |Laporan Neraca Aset Barang Milik Liporan 1 1 1 100 1 0 100
5.02.0.00.0.00.02,0000 201 | [Pengelolaan Barang Milik Daerah ’“’r“"" M°°"_‘""°" Fencatasin st | Dokumen 1 1 1 100 1 0 100
Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 2.01 | 1 |Penyusunan Standar Harga Jum|ah Standar Harga yang Disusun Dokumen 1 1 1 100 1 1 100
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00,02.0000 201 | 2 [danStandar Kebutuhan Barang Milik | U™/ah Standar Barang Milik Daerahdan | L - 1 1 1 100 200 1 100
D, Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.02.0000 201 | 3 Nnvuﬁ:;"t Perencanaan Kebutuhan lur:::h Rencana Kebutuhan Barang Milik Dokumen 1 1 1 100 o 1 100
5.02.0.00.0,00.02.0000 201 | & Pe:yumM In Kebijakan Pengelolaan Ju:'lniah Kebijakan Pengelolaan Barang Bl 1 1 1 100 1 1 100
Barang Milik Daerah
5.02.0.00,0,00.02.0000 201 | 5 |Penatausahaan Barang Milik Daerah J“:’:"““ LI PRIt RN i 1 1 1 1 100 1 1 100
5,02.0,00.0.00.02.0000 201 | & |inventarisasi Barang Milik Daerah """’:" i R bvantsrna 10 1 1 1 1 100 1 1 100
Barang Milik Daerah
2.01 | 7 |Pengamanan Barang Millk Daerah :ﬂ:” "'i"""“ AN Penamma Laporan 1 10 1 1 100 20 1 100
Barang Millk Daerah
Jumlah Laperan Hasil Penilaian Barang
2.01 | 8 |Penilaian Barang Milik Daerah Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Laporan 1 1 1 100 3 1 100
Penilaian Barang Milik Daerah
3 dauih = Jumiah Laporan Hasil Pengawasan dan
201 | 9 Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengendalian Pengelolaan Barang Milik  |Laporan 1 : | 3 100 80 1 100
Daerah
i A
Optimalisasi Penggunaar, Pemanfaatan, iw’:n“n Pem:::]at;n
2.01 | 10 |Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan | c"BEUNAaN, g Dokumen 1 100 1 1 100 | 1 100
~ Penghapusan Barang Milik Daerah Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
8 i g Penghapusan Barang Milik Daerah




Jumiah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan
5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5 2| 3| 2.01 | 11 Laporan Barang Millk rangka Penyusunan Laporan Barang Milik|Laporan 1 1 i 1 100 L 1
= Jumiah Laporan Barang Milik Daerah .
102.0.00.0.00.02 2. F an B k b |y 1
5.02.0.00.0.00.02.0000 [ 5| 2| 3| 2.01 | 12 |peny Laporan g Milik Daerah <t Laporan 1 1 1 100 & e,
Jumiah Orang yang Mengikyti e Tl
5.02.000.000.02.0000| 5 2| 3| 2,01 [ 13|PemBnaan P":‘:::::;f"gj':i:* Pembinaan Pengelolaan Barang Milik  |Orang 150 0 150 150 100 a Diadte,,
a Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota N iy,
=3 3 S i
PROGRAM PENUNJANG URUSAN i =) I = ,
5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5] 2| 1 PEMERINTAHAN DAERAH Nilai IKM Nilai 79 75 85.69 75 . N I )
KABUPATEN/KOTA u
5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5| 2| 1| 2.01 :::en:a:aan. Pensanu:ran. dan Evaluasi { - Axip Nilai 70 51 7 73
5.02.0.00.0.00.02,0000 | 5[ 2 [ 1| 201 | 1 :‘""“‘“ uran D*““'?ﬂh Perencanaan Jumlah DOkumenth'mnaan " & g 5 100 5 5 100.
Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
5.02.0.00.0.00.02.0000 (5| 2| 1| 2.01 | & |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koeordinasi Penyusunan Laporan 1 7 1 1 100 1 1 100
Kinerja SKPD Laparan Capaian Kinerja dan Ikhtisar a
Realisasi Kinerja SKPD T
— lumlah Laporan Evaluasi Kinerja
02.0.00.0.00.02. 7 7 i 100 0 1
5.02.0.00.0,00.02,0000 | 5] 2| 1| 2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Parsviakit Bastah Laporan 4 0 0 1 00
5.02.0,00.0.00.02.0000 | 5| 21| 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah [Jumlah Laporan Laporan 12 7 7 100 7 o 100
5.02.0.00.0.00.02.0000 [ 5| 2| 1| 2.02 | 1 |Penyedisan Gaji dan Tunjangan ASN :,"“‘;"h or"‘N"""‘ Menerlms Gl 8. | o e il 81 100 81 81 100 81 81 100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dok Hasil P i Orang
.02.0.00.0.00.02. 1] 2. 52 52 100 157
5.0. 00.02.0000 | 5| 2 02 ZT ASN isteas D Tiass ASN 1 1 52 100
Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
5.02.0.00.0.00.02.0000 |5 2| 1| 202 | 5 Keuangan Akhir Tahun SKPD Pemysiunee Laporen Keusngan Aikhir Laporan 7 7 7 100 7 7 100
Tahun SKPD
e
- 5.02.0.00.0.00.02.0000 | 5[ 2| 1] 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |Jumiah Laporan Laporan 4 7 7 100 7 0 100
Jenis Paket Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi :
. 5.02.0.00.0.00.02.0000 (5[ 2]|1] 206 | 1 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket 12 2 12 12 100 12 12 100
: vang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  [Jumlah Paket Peralatan dan
.02.0. 100.02. :
5 00.0.00.02.0000 (5] 2| 1] 206 | 2 i BisTarigiapnr Keor Neiia TSsiikin Paket 12 2 30 30 100 12 30 100
5.02:0.00.0.00.02.0000 | 5] 2| 1| 2.06 | 4 [penyediaan Bahan Logistik Kantor L‘_‘""‘"‘::e‘ Sahan Logistik kantor yang | . 5 5 5 5 100 30 20 100
206 | s Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan Dokumen 4 4 4 4 100 s 4 100
Pengpandaan Penggandaan ya edia Paket
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan
i P
206 | 6 senynclann Sahan Racasy dan Peratursn Peraturan Perundang-Undangan yang SUPER KRN 4800 100 100 100 4800 100 100
Perundang-undangan iSyos Dokumen
J itasi Kunj Rombon,
2.06 | 8 |Fasilitasi Kunjungan Tamu tamish Laporan Fasiitat! Kurjungan 8sn 10 10 10 100 10 10 100
Tamu La n
lumlah Laporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Ralumlah Laporan Penyelenggaraan SPPD
e e Konsultasi SKPD Rapat Keordinasi dan Konsultasi SKPDpat |Laporan » e 0 i 100 o 4 309
Koordinasi dan Konsultasi SKpD
Pengadaan Barang Milik Daerah
.02.0.00.0, f uh [
5.02,0.00.0.00,02.0000 | 5 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2P078n Rencana Kebutuhan Barang Laporan 1 1 1 100 1 100




»
.'
5.02.0.00.0.00.02.0000 | § 207 | 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas [Jumiah Pengadaan Kendaraan Dinas 2
atau n Dinas Perorangan
5.02,0.00.0.00.02,0000 | 5 2.07 | 5 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 75 75 75 100 75
| 87
5.02.0.00.0.00.02.0000 208 :"""'".’:1"" ST O Laporan Penyediaan Jasa Laporan 4 1 1 100 1 {
emerintahan Dagrgh N
; Jumizh Laporan Penyediaan Jasa Bukti _" )
5.02.0.00.0.00.02.0000 Biel | g [ emmdeenin onal Anbe || it Bambarrtieve A daiiai. [Parbvii| 8 a8 36 36 100 36
Daya Air dan Listrik -
yang Disediakan Laporan . |
lumlah Laporan Penyediaan Jasa Bukti oy
5,02.0.00.0.00.02.0000 2.08 | 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |Pelayanan Umum Kantor yang Pembayaran 5 100 5 5 100 5 5 !
Disediakan laporan b
Pemeliharaan Barang Milik Daerah .
5.02.0.00.0.00.02.0000 20 ; Jang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Pemeliharaan Laporan 12 144 144 100 144 4] MID
o o e[ e g o M)
5.02.0.00.0.00.02.0000 209 | 1 iy ; atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit 66 66 66 100 66 66 100 4|
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas g
Dipelihara dan dibayarkan Fajaknya
Vevedian 155 FamalTharasr B -
pﬁﬂ\f ih:{::a;“;aj :1 d PmT::;\:n“a Jumiah Kendaraan Dinas Operasional o Y
5.02.0.00.0.00,02.0000 209 | 2 |Pemel 2 ASF SN T atau Lapangan yang Dipelihara dan Unit 66 100 66 66 100 66 66 100 i
SamnDinas Dperesiosl 3 dibayarkan Pajak dan Perizinani . {
Linangan 4 e
5.02.0.00.0.00.02.0000 200 | 6 Mﬂiharaan Peralatan dan Mesin lurnsah_ Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 2 2 2 100 2 2 100
Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor |Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan
5:02.0:00.0.00.02, 209 | 9 dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yweding ikt 1 g 3 ! L 1 ! 100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan lumlah Sarana dan Prasarana Gedung
5.02.0.00.0.00,02.0000 2.09 | 10|Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan |Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit 1 100 1 1 100 1 1 100
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
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ALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD KOTA SAMARINDA

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kota
Samarinda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK)
yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen
keuangan. Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja BPKAD Kota Samarinda dengan
realisasinya. Pada tahun 2024 BPKAD Kota Samarinda menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara
kualitatif dan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian Kinerja BPKAD Kota Samarinda

sebagai berikut:
INDIKATOR
NO SASARAN STRATEGIS KINERJAUTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
(IKU)
1 | Meningkatnya kualitas Opini Laporan WTP WTP 100%

laporan Keuangan Keuangan
Pemerintah Daerah dan
Akuntabilitas Kinerja

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.

Meningkatnya kualitas laporan

Sasaran Strategis Keuangan Pemerintah Daerah dan
Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama Laporan Keuangan Daerah;

Target 1 Laporan

Realisasi 1 Laporan

Capaian 100%

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset
daerah, maka salah satu sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda yang
mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020,
maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD),menjadi instrumen
pengukuran kinerja. Dimana kualitas pengukuran keuangan daerah diukur

dengan IPKD yang terdiri dari:

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (dengan
bobot 15);

Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (dengan bobot 20);
Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan bobot 15);
Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (dengan bobot 20);

Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (dengan bobot 15); dan

Dimensi Opini BPK atas LKPD (dengan bobot 20).

S T o

Total bobot masing-masing dimensi dikompilasikan membangun Nilai Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah merupakan sasaran
strategis yang juga mendukung meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan
dan aset daerah (Tujuan BPKAD Kota Samarinda). Hal tersebut sesuai dengan
amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, PP Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2022, target
100%, realisasi mencapai 100%, dengan capaian 100%. Hal tersebut
dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pencatatan aset daerah pada masing-

masing perangkat daerah.

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Samarinda dilihat pada Tabel T-C 30

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah




Tabel T-C. 30

Kinerja Pelay

Badan Pengelol
Kota Samarinda

gan dan Aset Daerah

Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

=

No Indikator SPM@hndar IKK : i Realisasi Capaian Proyeksi. “~ " :
Nasional [
Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 T Ny "
i 2 3 [ == [] L L] ] 0 L} s L e s o
1 |Laporan Keuangan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Llpoﬂ!J!' . LN
5 i:m';?;:’; PeryuaUn Ranosne 2 Dokumen (murmi | 2 Dokumen (mumi | 2 Dokumen (mumi | 2 Dokumen (mumi | 2 Dokumen (murni | 2 Dokumen (murni | 2 Dokumen (mumi | 2 Dokumen (mumi |
e dan Perubahan) dan Perubahan) dan Perubahan) dan Perubahan) dan Perubahan) dan Perubahan) dan Perubahan) dan Perubahan)
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang
3 |Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan
4 Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
5 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
6 ;.“""?'I*‘m‘:‘l’“‘b"““ RIAR-SIPR g 1 Dokurnen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7 | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
& l.DJ'L:;::;Tmhuhan BRAP-SIHE pang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan
9 |Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 1 Perda dan Perwali |1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwali | 1 Perda dan Perwali |1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwal
APBD
i Jumiah Peraturan Daerah tentang Perubahan
g 10 |APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 1 Perda dan Perwali |1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwall | 1 Perda dan Perwali |1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwali| 1 Perda dan Perwali
Penjabaran Perubahan APBD
1 B"I"’""“h;‘gix FAGH S netio [ ebipon: 1 Regulasi 1 Reguiasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Regulesi
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
12 |Penganggaran Daerah Pemerintah 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD 47 SKPD
Kabupaten/Kota
VPRt ki eI SRR 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku
Pertanggungjawaban APBD
:nEHasiIhKoordhasi e 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
1 Laparan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
47 OPD 47 OFD 47 OPD 47 OPD 47 OPD 47 OPD 47 OPD 47 OPD




17

Jumiah Dokumen Hasll Penatausahaan
Pembiayaan Daerah

1 Laporan

1 Laparan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

18

Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,
Asistens!, Sinkronisasi, Supenvisi, Monitoring,
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

| Laporan

1 Laporan

19

Jumiah Dokumen Hasll Koordinasi,
Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

20

Jumilah Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laparan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) dan Laperan Hasil Koordinasi dalam
rangka Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

21

Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang
Timbu| Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagal Optimalisasi Kas

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

22

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D
dengan Instans! Terkait

23

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Jumiah Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan
dan Pertanggungjawaban Sub Keglatan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

24

Jumiah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

1 Perwal

1 Perwall

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Perwall

1 Perwali

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Perwal

1 Perwali

1 Perwall

1 Perwali

Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta

Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran
APBD

3 Jenis Buku
Laporan Keuangan

3 Jenis Buku
Laporan Keuangan

3 Jenis Buky
Laporan Keuangan

3 Jenis Buku
Laporan Keuangan

Bl 26
. |Daerah

Jumish Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

36 Laporan

36 Laporan

36 Laporan

3 Jenis Buku
Laporan Keuangan

3 Jenis Buku
Laporan Keuangan

3 Jenis Buku
Laparan Keuangan

3 Jenis Buku
Laporan Keuangan

36 Laporan

36 Laporan

36 Laporan

36 Laporan

36 Laporan

il Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan

5| Aset, Kewajiban, Ekuitas,
1, Belanja, Pembilayaan,
- LO, dan Beban

29

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

34 Laporan

niah La Pertanggungjawaban
elaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan

18 Laporan

18 Laporan

18 Laporan

18 Laporan

18 Laporan

18 Laporan

18 Laporan

18 Laporan

Jurmiah GgBeren Keiangan SKPD, BLUD dan
Laporan Pemerintah Daerah yang

Terkonsoldas!

9 Laporan

9 Laporan

g Laporan

9 Laporan

9 Laporan

9 Laporan

8 Laporan

9 Laporan




/

Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi,

30 |Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan 12 Sidang dan 4 12 Sidang dan 4 12 Sidang dan 4 12 Sidang dan 4 12 Sidang dan 4 12 Sidang dan 4
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
D
Jumiah Dokumen Hasil Analisis Laporan
31 e Pelaksanaan APBD 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis
32 |Operasional Penyelenggaraan Akuntansi 3 Regulasi 3 Regulasi 3 Regulas 3 Regulasi 3 Regulasi 3 Regulasi 3 Regulasi
Pemerintah Doerah
Jumiah Orang yang Mengikuli Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan X
e ban B i 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kabupaten/Kota
34 (Jumiah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina BBLUD 10BLUD 12 BLUD 14 BLUD B8 BLUD 10 BLUD 12 BLUD
35 | Rekonsillasi Laporan Penerimaan OPD 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan
Jumiah Dokumen Hasil Implementasi dan
36 |Pemeliharaan Sistem Informas| Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Daerah Bidang Keuangan Daetah
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
7 Keuangan Daerah P intat 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laparan 12 Laporan 12 Laporan
Kabupaten/Kota
Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah
38 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
39 ‘;"':;:hch Dol::men Pencatatan Aset Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
40 |Jumilah Standar Harga yang Disusun 1 Buku SIPD 1 Buku SIPD 1 Buku SIPD 1 Buku SIPD 1 Buku SIPD 1 Buku SIPD 1 Buku SIPD 1 Buku SIPD
41 |Jumiah Standar Barang Milik Daerah dan 200 buku dan 200 | 200 buku dan 200 | 200 buku dan 200 200 buku dan 200 | 200 buku dan 200 | 200 buku dan 200 200 buku dan 200 | 200 buku dan 200
Standar Kebutuhan Barang Millk Daerah cb cD cD cb cD co co cD
B Rencons Kabutubwn Euang Wk 47 0PD 470PD 47 OPD 470PD 47 OPD 47 0PD 47 OPD 470PD
J""""“:h Kebfjakan Pengelotaan Barang Milk 1 Regulasi 1 Reguiasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Regulasi 1 Reguiasi
JE"'- ':' Laporan Per W1 Barang Milk 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
I Inventarisasi (LHI) 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Howl Pergemanen Bang 50 poyrat Tanah | 25 Serfikat Tanah | 25 Sertfikat Tanah 30 Sertficat Tanah & 20 Sertifiat Tanah | 25 Sertfikat Tanai | 25 Serfiat Tanah |30 Serteat Tanah &
& 50 Patok Tanah | & 60 Palok Tanah | & 70 Patok Tanah B0 Patok Tanah | & 50 Patok Tanah | & 60 Patok Tanah | & 70 Patok Tanah 80 Patok Tanah
sil Penilaian Barang Milik
Penilaian Barang 3 daftar 3 daftar 3 daftar 3 daftar 3 daftar 3 daftar 3 daftar 3 daftar
80 BMD 100 BMD 120 BMD 135 BMD BO BMD 100 BMD 120 BMD 135 BMD




Jumiah Dokumen Hasil Cptimalisasi

49 Penggunaan, Pemanfaatan, 3 Laporan & 3000 | 3 Laporan & 2500 | 3 Laporan & 2000 | 2 Laporan & 1500 | 3 Laporan & 3000 | 3 Laporan & 2500
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan BMD EMD BMD BMD BMD BMD
P n lik D
Jumiah Laporan Hasil Rekonsilias| dalam
50 |rangka Penyusunan Laporan Barang Millk 48 OPD 48 OPD 48 OPD 48 OPD 48 OPD 48 OPD 48 OPD
Daerah
51 ‘I;L:sm:SnLam Barang Millk Daerah yang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Jumiah Orang yang Mengikuti Pembinaan
52 |Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Kabupaten/Kota
53 [Nilai lkm 75 79 81 84 (6] 79 81
54 |Nilal AKIP 73 75 80 85 73 75 80 85
55 JD‘;’::: Befsnan Pecanconnen Rerangiat 5 Dokumen 8 Dokumen 5 Dokumen HREF! 5 Dokumen 8 Dokumen 5 Dokumen ¥REF!
Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
56 |Hasil Koordinas| Penyusunan Dokumen RKA- 1 Dokumen 1 Diokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
SKPD
Jumiah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan
57 |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
58 |Hasil Koordinas! Penyusunan Dokumen DPA- 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
SKPD
Jumiah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan
59 |Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumiah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar
&0 “”"“?‘5' FORAHRC T L o) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasl Kineria SKPD
61 ":"""h Haporen Evsiues) IGreiin Ferangkat 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Jumiah Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan
; : 'y l"'om:g;“"g Merier¥iss Gl den 81 Orang 81 Orang 81 Orang 81 Orang 81 Orang B1 Orang B1 Orang 81 Crang
en Hasil Penyediaan
aen Tugas ASN 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang 52 Orang
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Hasil Koordinasi 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan
Keuangan Akhir Tahun
131 Orang 131 Orang 131 Orang 131 Orang 131 Crang 131 Orang 131 Orang 131 Orang
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Jumiah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut

13 13 et 13 131 Paket 11 P 31 Paket
Kelengkapan Paket Pa Pakat aket 1
Jumiah Pegawal Berdasarkan Tugas dan
68 |Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang
Pelatihan
Jumiah Orang yang Mengikuti Sosialisas! 9 150 150 1 150 50
69 Peraliran Panndh Unda S Orang rang rang S Orang rang 15 Orang
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
70 | Teknis implementasi Peraturan Perundang- 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang
Undangan
71 [Jumiah laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 7 Laporan
Jumiah Paket Kompanen Instalasi
72 |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis
Disediakan
Jumiah Paket Peralatan dan Perlengkapan . ; ) ) 2 ; 4
73 yang akian 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
74 J“"“‘";ﬂ"‘*‘ Peralatan Rumah Tangga yang 30 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis 30 jenis
75 [Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis § Jenis
Disediakan
Jumiah Paket Barang Cetakan dan 4 4 4
76 P yang Disediakan Cokumen 4 Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Dokumen
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
77 |Peraturan Perundang- Undangan yang 4.800 Surat Kabar | 4.800 Surat Kabar | 4.800 Surat Kabar | 4.800 Surat Kabar | 4,800 Surat Kabar 4.800 Surat Kabar | 4.800 Surat Kabar | 4.800 Surat Kabar
Disediakan
78 |Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Rombongan 10 Rembongan 10 Rombongan 10 Rombongan 10 Rombongan 10 Rombongan 10 Rombongan 10 Rombongan
Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat
79 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 sPPD 50 SPPD 50 SPPD 50 SPPD 50 SPPD 50 SPPD 50 SPPD 50 SPPD
80 |Laporan Rencana Kebutuhan Barang 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 2 Laporan
Jumiah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
81 |atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Disediakan
Jumiah Unit Kendaraan Dinas Operasional
B2 |atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit
75 Unit 75 Unit 35 Unit 75 Unit 75 Unit 35 Unit
5 Unit 5 Unit S Unit 5 Unit
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan




Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

BE Menyurat 30 surat 30 surat 30 surat 30 surat 30 surat 30 surat

% tmmm i el culle 36 Bukt 36 Buki 36 Buki 36 Bukt 36 Buldi 36 Bukt
Disediakan ¥ aya yng Pembayaran Pembayaran Pembayaran Pembayaran Pembayaran Pembayaran

g8 Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 30 Bukti 30 Bukti 30 Bukti 30 Bukti 30 Bukti 30 Bukti
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pembayaran Pembayaran Pembayaran Pembayaran Pembayaran Pembayaran
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan e A,

29 |Umum Kantor yang Dised|akan 5 Bukti Pembayaran |5 Bukti Pembayaran | 5 Bukti Pembayaran | 5 Bukti Pembayaran |5 Bukti Pembayaran |5 Bukti Pembayaran | 5 Buiti Pembayaran | 5 Buktl Pembay e 1

90 |Laporan Pemeliharaan 144 Unit 154 Unit 159 Unit 1684 Unit 144 Unit 154 Unit 159 Unit 164 Unit
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

91 |Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan B6 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit 86 Unit
dibayarkan Pajaknya
Jumiah Kendaraan Dinas Operasicnal atau

92 |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 66 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit 66 Unit €6 Unit 68 Unit 66 Unit
Pajak dan Perizinannya

93 |Jumiah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 40 Unit 45 Unit 50 Unit 30 Unit 40 Unit 45 Unit 50 Unit

gq |cumieh Peraistan dan Mesin Lainrya yang 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Dipelihara

95 |Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

96 Lainnya yang Dipeliha abiltasi 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

97 |atau Bangunan Lainnya yang 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung

98 |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumiah Laporan Hasil Pengelolaan Dana

99 FRAimae Hae Mandisak 124,950,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 | 124,850,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000
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3. "ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKAD KOTA
SAMARINDA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kota Samarinda
tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap
perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Keuangan). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antar fungsi BPKAD Kota
Samarinda dan antar lembaga perbankan, dan lembaga non perbankan.

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Pelaksanaan Aplikasi SIPD Penatausahaan, Pelaporan danPencatatan Aset

b. Mekanisme Pergeseran Anggaran

c. Sertifikasi Aset Pemerintah Kota

d. Peran Kustodian di Perangkat Daerah dalam Penatausahaan BMD

e. Pemanfaatan Aset

Rekomendasi dan Catatan Stragetis

a. Percepatan Implementasi SIPD Penatausahaan dan Pelaporan serta Integrasi
Pencatatan Aset.

b. Penyusunan Perkada berkaitan dengan Pergeseran Anggaran

c. Penelusuran dan Percepatan Sertifikasi Aset Milik Pemerintah Kota
Samarinda

d. Optimalisasi Pengurus Barang/ Kustodian di Perangkat Daerah

e. Koordinasi dengan SKPD Terkait Tarif dari Pemanfaatan Aset

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas
fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi lain kondisi
ruang fiskal daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah
pusat, dan dari kapasitas ruang fiskal yang ada, terdapat pertambahan alokasi
anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K yang bertambah
3.478 ASN pada tahun 2022.

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan
inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah,
program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG’s). BPKAD Kota
Samarinda sebagai Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran
penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran khususnya pada tahun
2024. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi Ke
of Development Goals bagi BPKAD Kota Samarinda dalam @ perumusan

perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, da

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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; amarinda dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas BPKAD Kota Samarinda dalam rangka melaksanakan

perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam

dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.

2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja
Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai dengan Renstra
BPKAD Kota Samarinda tahun 2021-2026, dan Rankir RKPD Tahun 2025.

3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup
BPKAD Kota Samarinda, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi
Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu
Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan
profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu
mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan
lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di
dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap
rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kota
Samarinda, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang

dapat diuraikan sebagai berikut

1. Lingkungan Internal
Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan
dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kota Samarinda, terdiri atas faktor
kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

(1) BPKAD Kota Samarinda memiliki peran strategis yang memiliki
fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran,
penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan
pertanggunjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Samarinda;

(2) BPKAD Kota Samarinda telah memiliki sistem dan prose

perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelemba :

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah I /
I ﬂ /
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terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;

Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD
Kota Samarinda sebagai pusat data dan informasi pengelolaan
keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi

(aplikasi) keuangan/ aset daerah;

(4) BPKAD Kota Samarinda memiliki Sumber Daya Aparatur yang
memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat
spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan
struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang

lingkup pekerjaan;

(5) BPKAD Kota Samarinda memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek
workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang
berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta,

perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi

(6) Komitmen pimpinan BPKAD Kota Samarinda dalam pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur
pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program

prioritas pembangunan daerah;

(7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada
Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Samarinda, telah membawa perubahan pada ruang lingkup

perencanaan penganggaran;

(8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional
baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan

Daeah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

b. Faktor Kelemahan Organisasi
(1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;

(2) Kompetensi pegawai (etos kerja,budaya kerja, pengetahuan) yang

belum merata dan perlu di-upgrading;

(3) Terbatasnya  jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/
Pelaksana/JFU);

(4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data 'y

V 4

kurang tepat waktu;
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Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan,;

Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna
mewujudkan capaian kinerja (output, outcome, benefit, impact) dan

belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada
pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara
langsung oleh Manajemen BPKAD Kota Samarinda. Namun dapat
mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis
dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan
ancaman atau tantangan organisasi.
a. Faktor Peluang Organisasi
1) Kebijakan (politicalwill) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja
pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang
diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan
aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun
2023 dan Panca Bhakti;

2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada
kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli

daerah;

3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kota Samarinda dengan
DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non
Keuangan, maupun pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam
merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah
dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

4) BPKAD Kota Samarinda memiliki kerja sama dengan mitra kerja
(DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan)
yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan

keuangan dan aset daerah;

5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung

kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;

6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna
mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Faktor Tantangan Organisasi

(1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2 -

2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan

v 4
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masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan

pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan

dan kemamuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda

pembangunan daerah;

(2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;

(3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
(4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan

(5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan
aset belum terselesaikan

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda
Tahun 2025, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada
dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kota Samarinda, secara terpadu,

berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kota Samarinda.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan
amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja
pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam
Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

BPKAD Kota Samarinda sebagai pendukung urusan keuangan, secara
umum mendukung seluruh tema-tema tersebut melalui fasilitasi perencanaan
anggaran dan implementasi penganggaran berbasis tematik pembangunan 2023.
Dalam arti bahwa BPKAD Kota Samarinda mengawal konsistensi perencanaan
anggaran, dengan maksud agar seluruh tema tersebut telah masuk dalam
proses penganggaran secara tepat dan mengawal proses pelaksanaan
pembangunan melalui kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara tepat

waktu.

Secara khusus, BPKAD Kota Samarinda juga mendukung optimalisasi

Pelayanan Publik Berbasis e-governemnt, mengingat dalam menjalankan
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sgfri ai dengan pelaporan akuntansi, BPKAD Kota Samarinda menggunakan
81?’2m Informasi Pembangunan Daerah dan FMIS, yang terus diugrade setiap

periodik. Hal tersebut untuk menjamin penyajian data keuangan dan aset

secara tepat waktu dan up to date.

Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C 31.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Rancangan Awal RKPD Hasil Anallsa KebutuF Ad
1
Indikater Kinerja L[
Indikator Kinerfa Program
Pagu | . Program fome, indikat E ¥
Mo Pragram. Keglatan dan Lokasi {oustcome] dan Keglatan /Sub | Target Capaian IR RB: gy ogrant. Negiaean dan Keg Lokas} oteome) | ot Captin i 3 | i
Kegiatan (o 000) dan Kegiatan / Sub (Rp. 000) g o 1
Keglatan (output) - N
1 2 3 4 5 (] 7 B 9 10 11 12
1 |Program Pengsiotaan Keuangan Daerah ¥ota Laporan Keuangan Dasrah 1 Luporan 8,020,674,251 I""‘"‘"‘ Pengeiciasn Keuangan Kota Samarinds | 2POTN Keuangan 1 Laporan 8,020,674,251
2 Dokumen Jumlah Dokumen s
Koordinas! dan Peryusunan Rencana lumiah Dokumen Penyusuran Keordinasi dan Penyusunan 1 Doleumen (mumi |
i - F
2 sty Kaota Samarinda R oy o h [murni :::} 1,806,839,680 Skt taialeg Kota Samarinda ::;:::::::rm dan Perubahian] 2.806,839_680 Bidang Anggaran T
Koordinas| den Penyusunan KUA don Jumlah Dokumen KUA dan PRAS Koordinas| dan Penyusunan KUA Jumiah Dakumen KUA v
3 PPAS Keta Samarinda Yarig Disiiun 1 Dokumen 118,545,400 don PPAS Kata Samarinda dan PPAS yang Disusun 1 Bokumen 218,545,400 Bidang Anggaran 7 -
Tumiah Dokumen ]
Enare Beruhah Koordmnasi dan Penyusunan ;3
Bl e o ey el Kota Samarinda ;"P‘:"m'f:h"m"‘::ﬂ' ‘“m”“" “m";i: 1 Dokumen 218,545,400 |Perubahan KUA dan Perubahan Kots Samarinda | PErubahan KUA dan 1 Dokumen 218,545,200 Bidang Anggaran '
PPAS
3 il e Kota Samarinda | Jumiah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 273,181,750 | Koordinas!, Penyusunan dan Kota Samannda 1 Dokumen 273,181,750 Bidang Anggaran
|—{BKASKPD Yerifikas| RKA-SKPD
Koordinasl, Peayusunan dan Verifikas| y lumlah Perubahan RKAP-SKPD yang Koordinas!, Penyusunan dan
13 p han REASKPD Kota Samatinda Diverfikas| 1 Dokumer 173,181,750 fkasi RKASKPD Kota Samarinda 1 Dokumen 273,181,750 Bidang Anggaran
7 ||ERR PR G Vel ¥ota Samarinds | Jumiah DPA-SKPD yang Divertfikasi | 1 Dokumen 344,209,003 | KOs, Panvusunan dan Kota Samarinda 1 Dokumen 306209005 | Bidang Anggaran
= e Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasl, Prwusunan dan Verifikasi lumian Perubahan DPAP-SKPD yang Koordinas, Penyusunan dan
] isen CFASKPD Kots Samarinda D i 1 Dokumen 173,181,750 jkas| Perubahan DPA-SKPD Kota Samarinda 1 Dokumen 173,181,750 Bidang Anggaran
Koordinas! dan P Jumiah Peraturan Daerah tentang it oo :i:'" Pm'mms
9 |Daerah tentang APBD dan Paraturan Kota Samarinda APBD don Peraturan Kepala Daerah pw:ﬂl 504,988,400 i Mtunn" 3htentang N Kota Samarinda 1 Perda dan Perwali 504,988,400
Kepaly Dacrah tertang Penjabaran APED ientang Pen[abaran APBD ng Pe 'mn Dae
) Keordinasi dan Penyusunan Peraturan umiah Peraturan Daerah tentang Koordinasi dan Pemyusunan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Perubahan APBD dan Peraturan ¥ Daerah tentang
Peraturan Kepala Daerah tentang Kepals Daerah tentang Penjabaran = . Perubahan APBO dan Poraturan Perubahan APED dan
&y 10 |Penjsbaran Perubahan APBD Kota Samarinda Perubahan APBD Parde i 467,687,156 |Kepaia Daerah tentang Pen) Kota S, v Kepala Dacrah| 1 Perda dan Perwal 467,687,156
3 P Perubahan APBO tentang Penjabargn
Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumniah Dokumen
Koordinasi dun Pernyusunan Regulasi Jumiah Dokumen Regulasi serta §
1 | Kota Samarinda 1 Regulasi 178,682,719 |Regulasi serts Kebliakan Bidang Fota Samarinda | Regulasi serta Nebijakan 1 Regulast 178,682,719 Bidang Anggaran
serta Kebijakan Bidong Anggaran Kebijaian Bidang Anggaran - %3
lJumiah Orang yang Mengikut) Jumlah Orang yang
Pembinaan Penganggaran Daerah Mengikuti Pembinaan
Pembinaan Perencanaan
Pemer Ka Penga
Kots Samarinda bk Kabupstenion &7 skpp 54,636,350 [Penganggaron Dueran pemerintah | Kota Samoringa | <E"88%ran Daeran 47 5kP0 54,636,350
alsspmten/Kata Kabupaten/Kota
Tumiah Buk JUknis dan
[/Umniah Buku Juknis dan Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Laporan
Kotz Samannda Pert ban APRD 5 Jenis Buku 1,375,612,538 Petbendyhscsan Barah Kota Samarinda el 5 Jenis Buku 2,375,612,538
K dan B Kas lumlah Dokumen Hagll
Kota Jumiah De Hasil d 1 Laporan 163,909,050 lo = Ecta Samarinda Koordinasi dan 1 Laporan 163,909,050
Pengelolaan Kas Daerah
lymiah Laporan Hasil Pengelolaan g N i ;;mtﬂl:::“
Kota Samarinda m::hlﬂ Mhtu:‘an Anggaran 1 Laporan 108,272,700 Anggaran Tahun Sebolumnya Kota Samarinda efiturigan Anggaran 1 Laporan 109,272,700
Sebelumny: Tahien Sobalumngg




[

gan Awal RKFD Hasll Analisa Kebutuhan
Ne iiistuy Ionacs Fragrass Pagu indikatt  (Rp. Program m,
Prog: Kegl dan Kegi Lokasi (outcome) dan Kegiatan / Sub | Target Capalan 000) Program. Kegiatan dan Kegiatan Lokasi i /Sub Target Capaian
n
Wgiin sutpet) Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10
Jumiah Dokumen Hagll
Jumish Dokumen Hesil Pengendalian Panyispan, Pelaksariaan
16 :":“'p‘:"";’:n"“'"":" ";“"‘;‘"n::; KotaSemarinda  |dan Penerbitan Anggarsn Kas dan 47000 382.017.359 | Pengendalian dan Fenerbitan Kots Samarinda :M' "’m' "’w" angan - 470D 382.017.359
” e Egaran b SPD Angmaran Kas dan SPD -
Jumish Dokumen Hasil Avieh 0 ol
17 |Penatausahaan Pambiaysan Dasrah Kota Samarinda Penatausahasn Pambiayaan Darsh 1 Laporan 54.636.350 |Penatavsahaan Pemblaysan Daerah Kota Samarinda :muuuhun 1 Laporan 54,636,350
mblayaan Daereh
Koordinasi, Fasilites!, Asistens!, lumlah Dokumen Hasil Koordinas], Koordinas!, Fasilitasi, Asistensi, Jumiah Dokumen Hay
Sinkronisasi, Supervisl, Manitoring dan Faslitash, Avistens!, Sinkronisas!, , Supervisi, Koordinasi, Fasilitasi,
Eval Dana Perimbangas Supervisl, Monitoring, dan Evaluas! dan Evaluasi Pengelolasn Dana Asistensi, Sinkronisas,
dan Dana Transfer Lainnys Pengeloisan Dane Perimbangan dan Parimbangan dan Dang Transfer Supervisi, Monitoring,
18 Kota Samarinda Dana Transter Lainnya 1 Laporan 184 585 530 {alnnys Kota Samarinda dan Evaluse! 1 Laparan 154 585,630
Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lalnnya
Koordinasi, Pelaksanasn Kerjasama dan Jumiah Dakumen Hasll Koordinas|, Koordinasi, Palaksanaan Ker|ssama Jumnlah Dokumen Hayl
Pemantauan Transaksi Non Tunal dengan Pelaksansan Kerjs Sama don dan Pemantauan Trantaks| Non Koordinasi, Pelaksanyan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Pemantauan Transaks| Non Tunal Tunal dengan Lembaga Keuangan Kerja Sama dan
Keuangan Bukan Bank dengan Lembags KeLusngan Bank dan Bank dan Lembaga Keuangan | Pemnantauan Transaks
19 Kota Samarinda Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Laporan 420 699,895 |Bukan Bank Fota Samarinda Non Tunal dengan 1 Laporan 430 695,855
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Koordinas! dan Penyusunan Laporan Jumiah Laporan Realisas! Penerimaan Koordinas! dan Peryusynan Jumiah Leporan Reafisss
FRealisas! Penerimaan dan Pengeluaran dan Pengeluaran Kas Daarsh, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penerimasn dan
Kas Daerah, Lapotan Aliran Kas, dan Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanasn Pengeluaran Kas Dserah, Laporan Pangeluaran Kes Daerah,
Pelaksaraan Pemungutan/Pemotongan Pemungutan/Pematongan dan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Laporan Aliran Kas, dan
dan Penyetaran Pechitungan Fihak Ketiga Penyetoran Perhitungan Flhak Ketiga Pamungutan/Pemotongan dan Felaksanaan
{PFK) (PFK) dan Laporan Hasll Kosedinasi |Penyetoran Perhitungan Fihak Pemurgutan/Pematong
dalam rangka Penyusunen Laporan Ketiga (PFX) an dan Penyetoran
| Realisas! Penerimaan dan Ferhitungan Flhak Ketiga
Pengeluaran Kas Dserah, Laporan [PFK) dan Laporan Hasi|
F Komsamarinds  [AHran Kas. dan Peisksansen 1 Lagoran 54.636.350 Kota Semarinda  |Koordinasl dalamcangin |\ 54.636.350
Pemungutan/Pematongsn dan Penyusunan Laporan
| Penyetoran Pechitungan Fihak Ketiga Realisasi Penerimaan
(PFK) dan Pengeluaran Kes
Deerah, Laporan Alirgn
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemoteng
an dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
firas| Pelak Piutangd Jumish Dokumen Hasil Koordinas! |Koordinasi Pelaksanasn Plutang dan Jumlah Dokumen Hayjl
e Daerah yang Timbul Akibat Pelaksanaan Plutsng dan Utsng Utang Daerah yang Timbul Akibat Koordinasi Pelaksanasn
ﬂm_“mm Analisls Daerah yang Timbul Akibat Pengeiolaan Kas, Pelakganaan Plutang dan Utang
a0 Ranempatan Lang Pangeiciaan Kas, Pelsksanaan | Anatisis Pemblayaan dan Daersh yang Timbul
: Anallsis Pemblayaan dan Penempatan Lang Osersh sebagal Akibat Pengelolaan Kas,
" Penempatan Uiang Daerah sebagal 54, Optimalisasi Kas i Pelaksanaan Analisis 4.636350
Kata Samarinda Optimalissst kas 1 Laporan 636,350 Kota Samarinda aibbiyans don 1 Laparan 54,636
Daerah sebagal
|Cptimalisasi Kas




R Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuh
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Program
No o Pagu Indilatif . Program [outcome.
Progs dan Keg Lokasi (outcome) dan Kegiatan / Sub | Target Capalan ) R progr giatan dan Kegi Lokasi s ""“ P Sub} Target Capaian
Kegiatan (output)
Kegiatan (output)
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
| Rekonsiliasi Data Penarimaan dan Jumiah Dokumen Hasll Rekonshiasi Rekonsillasi Data Penerimaan dan Jurnlah Dakumen Hasil
Pengel 1 Kas serta Py dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Pengeluaran Kas serta Pamungutan Rekonsiliasi Data
Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Kas serta Parmungutan dan dan Pernotongar Atas SP2D dengan Penerimaan dan
22 |Terkait KotaSamarinda  (Pemctongan atas SP2D dengan 1Laperan 442,554 435 |Instans! Terkait Kota da Peng: Kasserts 1Laporan 482,554,435
Instans! Terkalt Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan |nstans! Terka(t
Penyusunan Petun|uk Teknis Jumlah Patunjuk Teknis Administras| Paryusunan Petunjuk Teknis Jumieh Petunjuk Teknis
Administras| Keuengan yang Berkaltan Keuangan yang Berkaltan dengan Administrasl Keuangan yang Administrasi Keuangan
dengan Penerimaen dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berkaitan dengan Penarimaan dan yang Berkaltan dengan
serta Penatausahaan dan " . sartz Penatausahaan dan Pengeluaran Kas ser Penerimaan dan
23 |oertanggunglsweaban Sub Kegatan KataSamarinds  |pe 1anggungawaban Sub Kegistan 1Dckumen 454.028.069 | o otausabiaan dan Kota Samarinda Pengeluaran Kas serts 1 Dolumen 454.028.089
Pertanggunglawaban Sub Kegiatan Penatausahaan dan
Pertanggungswaban
Sub Keglatan
lumlah Orang yang Mengikuti Jumlah Orang yang
Pembinaan Penatausahaan Pembinaan Penatausahsan Menglkuti Pembinaan
i
S [LET=nan henkaUsSIIN eusgn KotaSamarinda  [Keuangan Pamerintah 1 Perwall 54.636.350 | Keuangan Pemerintah Keta 5 P h 1 Perwall 54.636.350
Femerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kata Kabupaten/Fkom Keuangan Pemerintzh
uku Laparan Keuangan
i Buku Laporan Keuangan Pemerintah 3 lenis Buku Koordinasi dan Pelaksanaan Pamerintah sarta
oordinasi nsi
b1 :‘" p‘;:’ d:::::':m;:rk:"“ Kota Samarinda serta Laporan Pertanggungiawaban Laporan 2.838.222.033 | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kota Samarinda Laporan i 2 Jm": Ay 2.538.222.033
s Anan » dan Penjabaran APBD Keuangan Daerah PertanggLingiawaban sl
Pepiaharan APAD
Jumiah Laporan Hasil Keordinasi lumlah Laporan Hasl|
Palaksanadn Akuntans| Pendrimaan Koordinas! Pelaksanaan Akuntansi hoordliss} Relwsanaen
i .
g |Noordinas! Pelafsanaan Akuntarsi Kot Samarinda dan Pengeluaran Kas Daerah 36 Laparan 325.085.283 |Penerimaan dan Pengs/uaran Kas Kot Samatinda Akuntans! Penerimaan 36 Laporan 325,085,283
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah i dan Pengsluaran Kas
Daerah
lumiah Dokumen Hasll Rekonsillasi lumiah Dokumen Has
dan Verifikes| Aset, Kewa|iban, . Rekonsilias! dan
Rekansilias! dan Verifikast Aset, Ekuiitas, Pendapatan, Belanja, Ea""'_‘:m‘“‘::"':etm"’" Aset, Verifikasl Aset,
27 |Kewaliban, Ekultas, p Belanfs, Kota d biayaan, Peridapatan- LO, dan 14 Laporan 163,509,050 IR, SR v Kota Samarinda  |Kewajiban, Ekulas, 34 Laporan 163.909.050
Pambl 1, Pandap LO dan Beban Beban Belanjs, Permblayaan, Pendapatan- Pendapatan, Balanja,
L0 dan Beban Pembiayaan,
Pendapatan- LO, dan
Jumlah Lapnoran Jumlah Laporan
Koordinasi Penyusurnian Laporan
Koordines! Penyusunan Laporan Peranggungiawaban Pelaksanasn PertanRRUAm T har Pah:samn Pertanggungiawaban
28 |Permnggungjawsban P APBD Kota Samarinda APBD Bulanan, Triwulanan dan 18 Laporan 109.372.700 |APBD Butanan, Triwolersan dan Xom Samafinda Pelakssnaan APBD 18 Laporan 109.272.700
Bularan, Triwulanan dan Semesteran Sarartirae i Bulanan, Triwularian dan
Jumiah Laporan Keuangan SKPD, lumilah Laporan
Koﬂ!‘d_ﬁ_llllporin Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuahgan Konsllidas! Laporan Keuangan Keusngan SKFD, BLUD
UD dan Laporan Keuangan Pemerintah | KotaSamarinda | PEmerintali Daerah yang 9iaporan 437,090,800 |SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan KotaSamarinda (98N Laparan Keuangan 9Laporan 437,090.800
- Terkonsolidasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang
M E Terkorisolidasi
. lumiah Dokumen Hasil Koordinasi, Koardinasl, Singkronisasi dan Jumlah Dokuman Hasii
sharaan Sinkranisas, dan Penyelesaian Pernyelesalan Tuntutan Koardinasl, Sinkronisasi,
Tuntutan Perbendaharaan dan 12 sida Perbendaharaan dan Tuntutan dan Peryelesalan
Sidangdan 4 12 Sidang dan 4
Keta Samarinda Tuntuitan Kerugian Daerah il 54.500.000 Kertigian Daerah Kota Samarinda Tuntutsn Shporas 54 500.000
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Panyusuris Aflis Laboran Jumlah Dokumen Hatil
KotaSamerinda  [-3POran Peranggungiawaban 1 Buku 109.272.700 |Per jawaban Pelal | KotaSamarinda | Analisis Laporan 1 Buku 108,272,700
Pelaksanaan APBD APED Pertanggunglawaban
Dalak apan
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R gan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Indikator Kinerja =
Indikator Kinerja Program Y
Mo Pagu Indikatif Program (outcome] Pagu Indicatif .
Py Kegiatan dan Kegi Lokas| [outcome) dan Kegiatan / Sub | Target Capaian (Rp. Prog; Kegis dan Kegi Lolasi { ) Target Capaian
( ) 000) dan Keglatan / Sub (Rp. 00O) g
Wiglutan {ostpet Kegiatan {output) I,
1 2 3 4 5 [ 7 8 2 1] 1 & *
Jumish Kebijakan dan Panduan Jumiah Kebijakan dan oy
Penyusunan Kebilakan dan Panduan Toknls o“'m Penyelenggacsan :‘3“:‘;&::‘;‘“::“ Panduan Teknl - gl - B
32 |Teknis Operasiona Penyalenggaraan KotaSemarinda | Akumtans! Pemerintah Daersh 3 Reguiss! 114.736335 P: "". ::I: ’:' KotaSamarinda  |Operasional 3 Ragulasi 14736 35 T
Akuntans] Pemerintah Daerah TSN Shey X rrean Penyelenggaraan X
Pemerintah Daerah | Akuntans! Pemerintah
Jumilah Orang yang Menglkuti lumiah Orang yang
Pembinaan Akuntans, Pelaporar dan Mengikuti Pambinsan
Pemb Ak Pelaporan dan Pertanggungiawaban P Permbinaan Akuntans|, Pelap Akuntansi, Pelaporan
33 |Pertanggungiawaban Pemarintah Kota Samarinda Ksbupaten/Kots 1 keglatan 545.363.500 |dan Partarggungiawaban Kota Samarinda dan 1 kegiatan 546.363.500
Kabupaten/Kota Femaeriniah Kabupaten/Kota Pertanggungiawsban
Pemerintah
Jumiah BLUD ¥sbupaten/Kota yang Jumiah BLUD
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Pembinaan Pengelolsan Keuangan
34 Kabupa Kota Samarinda Dibina 12 BLUD 218.545.400 LD Kabupaterytot Kota Samarinda Kabupaten/Kota yany 12 BLUD 218.545.400
Peng Data dan Penge Oata dan lmp
35 |Sistem Informas! Pemerintah Daarah Kota Samarinda Rekonsiiiasi Laporan Penerimaan OPY 3 lenis Laporan 758.445.265 |Sistem Informasi Pemerintah Kota Samarinda Rekonsilias] Laporan Pery 3 Jenis Laporan 759.445.265
Lingkup Keuangan Dasrah Daerah Lingkup Keuangan Deerah
Jumlah Dakumen Hatll implementas! Jumiah Dokumen Hagll
Implementasi dan Parmeliharasn Sistem dan Pemellharaan Sistem Informasi P Fdah Parnelts Implementasi dan
36 |informas! Pemerintah Desrah Bidang Kota Samarinda  [Pemarintah Daersh Bidang Keuangan| 4|00 00 379.722.633 [Sistemn Informasi Pemerintah Kota Samarinda  |Pemeliharesn Sistem 1 Laporan 376722633
hemn&n Daerah Daerah Daarah Bidang Keuangan Deersh Infarmasi Pemerintah
Daerah Bidang
Peambinaan Sistem informasi Pemerintah Jumish Orang yang Mengikuti Pembiraan Sistem Infarmasi Jumiah Orang yang
Daerah Bidang Keuangan Daerah Pambinaan Sistem Informasl Pemerintah Daarah Bldang Mengkut! Pembinsan
Pemerintah Kabupaten/Kom Pemerintah Dasrah Bidang Keuangan Keuangan Daerah Pemarintah Sistam Informas!
37 Kota Samarinds Daerah Pemarintah Kabupaten/Kota 12 Laporan 379.722633 | Kabugaten/Kots Kota Samarinda Pemerintal Deerah 12 Laporan 379722633
Bldang Keusngan
Daerah Pemerintah
Pengeiolsan Barang Millk Laparan Neraca Aset Barang Millk Program Pengelolsan Barang Milik Laperan Nn‘:m Aset
3g [Program Kota Ssmarinda 1 Dokumen 2.924.357.030 Kota Samarinda 1 Dokume 2.524,357.030
Dok miah Dok — -
[t umen
39 |Pengelolaan Barang Milik daerah Kota Samarinda Lr“ by Dur:::muun e 1Dokumen 1924357030 |Pengalolaan Barang Millk daerah Kota Samarinda Pencatatan Asat Barang 1 Dokumen 2.924.357.030
40 |paryusuran Standar Harga Kota Samarinda  |'umish Standar Harga yangDisusun |, o o 109.272.700 |Penyusunan Standar Hargs Kow Samarinda  |'UMiah Standar Harga 1 Buku SIPD 108.272.700
i
Jumizh Standar Barang Mk Dasrah Jumlah Standar Barang
|Penyusunan Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Mk |00, 0o Paryusunan Standar Barang Miik Miltk Daerah.dan 200 buky dan 200
41 |dan Standar Kebutuhan Barang Miilk Kota Samarinda Daerah & 54.636.350 | Daerah dan Standar Kebutuhan Kota Samarinda |Standar Kebutuhan i 54636350
Dsersh Barang Mk Daerah Barang Milik Daerah
. B ¥, Jumish Rencana Kebutuhan Barang lumiah Rencana
S | P Penyusunan Perancanaan
Kota Sama Sama X
- Milk Daerah VeI [MmkDien ARD 153509050 |y putuhan Barang Mk Daerah PR . osie e
e
n Jumiah Kebijskan Pengelolsan lumlah Kebijakan
Panet KotaSamarinda  |@arang Milk Daarah 1 Reguiasi semugno [P Ksbhskanfungptotier | o, B SICALRH B 1 Regutasi 54636.350
Barang Millk Daerah
Millk Cagrah
Jumilah Laporan Penatausahaan Jumlah Laporan
Kota Samarinda Barang Millk Daerah L Laporan 655,636,200 |Penatausahaan Barang Milk Daerah Kota 5 3 Panatausahaan Barsng 1 Laporan 655.636.200
Daerab
Jumiah Laporan Hasil inventarisasi Jumiah Laporan Hasil
Kata Samarinda (LH1) Barang Millk Dasrah 1 Laporan 54.636,350 |Inventarisasi Bararig Milik Daerah Kota Ssmarinda Irventarisasi (L] 1 Lsporan 54.636.350
Dascah
Jumilah Laporan Hasl Pergamanan 5 Sertifikat Jumiah Lapocan Hasil 25 Sertifikat Tanak
Kota Samarinda Barang Milk Daerah Tanah & 70 Patok 546.363 500 |Pengamanen Barang Milik Dasrah Kota Samarinda Pengamanan Sarang & 70 Patok Tanah 546.363.500
Dasrah




R gan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan 3
AR
Indlkator Kinerja )
Indikator Kinerja Program "
No Pagu indilatif . Program (outcome Pagu Indikatif
Program. Keglatan dan Kegl Lokas| (outcome) dan Kegiatan / Sub | Target Capaian | 5" %2 | program. Nagiatan des Kagi Lokasi i } | Target Capaian -
000) dan Kegiatan / Sub (Rp. 000)
Keglatan (output) Kegiatan (output) [
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11
Jumiah Laporan Hasil Penilaian lumiah Laporan Hasll 7 =]
Barang Millk Daerah dan Hasll Penigian Barang Millk i i o .
47 |Penfialan Barang Millk Dagrah Kot Samarinda | Keordinasi Penjiaian Barang Miltk 3 daftar 327.818.100 |Penilaian Barang Milik Daerah KotaSomarinda  |D#erah dan Hasil 3 daftar 327818.100 - )
Deerah Koordinasi Penilatan
Barang Millke Daerah g
Jumlah Laporan Hasil Pangawasan Jumiah Laporan Hasl
dan Pengendatian Pengelolasn " Pengawasan dan
Pengawasan dan Pengendallan Pengawasan dan Pengendalian
| 09, i 209
48 Pangs Barang MIk Deerafi Kota Samarinda Barang Millk Daerah 120 BMD 163,509,050 icigatolaie Saracis N v Kota Samarinda :n-m..ré« 120 BMD 163.909.050
rigalolaan Barang
LUk Do als "
Jumiah Dekumen Hasil Optimalisasl Jumiah Dokumen Hagil
Panggunaan, Pemanfaatan, Optimalisasi
Optimalisasl Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, = Rt 9’ ':m‘_n‘“' “_"‘""“_ ] Penggunaan, ; —
49 |pemindahtanganan, P han, dan Kota Samarinda  |dan Penghapusan Barang Millk L““’;:'D 327.818.100 [7* A ke Kow Samarinds | Pemanfaatan, "‘"";"D 327.818.100
Penghapusan Barang Miilk Dssrah | Daerah B.::““n' M“‘I"n'“m"‘ i opuar: Wm"-
Penghapusan Barang
Iumiah Laporan Hasil Rekonsiliasl Jumniah Laporan Hasil
dalem rangka Penyusunan Laporan Rekons/llas! dalam rangka Rekonsillas! dalam
50 ;’mﬂ:‘m;m;: i KotaSamarinds  |@arang Mill Daersh 480PD 245,057,900 |Penyusunan Laporan Barang Millk KotaSamarinds | rangkea Penyusuman 480PD 245,067.900
Daerah Laporan Barang Milik
Jumish Laporan Barang Milik Deerah Jumish Laporan Barang
5 ;::::hw"" i Kota Samarinda yang Disusun 1 Dokumen 54.636.350 Pn.u"::“m TN Kota Samarinda Milik Daerah yang 1 Dokumen 54.636.350
TR
lumiah Orang yang Mengikuti Jumiah Orang ysng
. Pembinaan Pengelolsan Barang Milik Pambinaan Pengelolasn Barang IMengikut! Pambinaan
s |LemBinaan Penasioibar Barang Mfiik Kot Samarinda | Deerah Pemerintah Kabupaten/kota | g 166.017.030 |Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinds | Pengelolsan Barang 4 Dokumen 166.017.030
Daerah Pemerintsh Kabupaten/Kota Kabupater/Xots Millk Daerah Pemerintah
Kabupater,/Kota
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URLISAN
53 |PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / Kota Samarinda NBal KM Bl 71.196.343 714 |PEMERINTAHAN DAERAH Kota Samafinda Nilal KM 81 71.196.343.714
EOTA
Perencanaan, Pengsnggaran dan Evaluasl " Perencanas nggaran dan
3% | kinet)a Parangkat Dasrah Kota Samarinda  (Nilel AXIP 80 150000000 e hogiousiin KotaSamarindz [Nl AKIP 80 150,000,000
lumiah Dokumen Perencanaan Jumiah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perancanaan Penyusunan Dokumen ” iy pigzial N -
55 R Kota Samarinda Perangkat Daerah 5 Dokumen 50,000,000 n Perangia dasssh Kota o gk 5 50.000,000
lurmish Dokurnen RKA-SKPD dan Jumish Dokumen RKA-
4 Koord el dn B ™ Laporan Hagil Koordinas! Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasi
56 AKASKPD Kot Samarindas Penyusunan Dokumen REA-SKPD 1 Dokumen 10.600.000 ok RKA-SKPD Kota Samarinda gwdmnmm 1 Dokumen 10.000.000
Dokumen
Jumiah Dokumen Perubahan RKA Jumlah Dokumen
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Perubahan AKA SKPD
Penyusunan Dokumen Perubahan 1 Dokumen 10,000,000 | “C0rdines! dan Penyusunan XotaSamatinds  [dan Laporan Hasi 1 Dokumen 10.000.000
RKA-SKPD A Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasl Penyustnan g s
Dokumen Perubahan
A L¥OD
Jumish Dokumen DPA-SKPD dan lumiah Dokumen DPA-
Laporan Hasll Koordinas! SKPD dan Laporan Hasil
Peny Pk OPA-SKPD 1 Dokumen 10.m,ml_:::édm dan Peryusunan DPA- Kota Samarinds Penyusunan 1 Do 10.,000.000
Dokumen DPA-SKPD
lumish Dokumen Perubahan DPA Jumiah Dokumen
SKPD dan Laporan Hasll Koordinas! Perubahan DPA SKPD
Pany Dk Perubahan 1 Koordinas! dan Penyusunan s dan Laporan Hasil
AR Dokumen 10.000.000 P DPA-SKED Kota Ssmafinda il o i 1 Dokumen 10.000.000
Dokumen Perubahan



R Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Program
Pagu Indikatif o & {oist
e Program. Kegistan dan Keglatan Lokasl (outcome) dan Kegiatan / Sub Target Capalan 000) (®p- Progr Kegi dan Kegist. Lokasi :“ { / M’ Target Capaian
n (o i1 '
Keglatan (output] ogh {output)
1 2 3 4 L] [ 7 -] 9 10
Jumish Laperan Capalan Kinatja dan Jumiah Laporan Capalan
Iehtissr Realisas Kinerja SKPO dan Kiner|s dan lkhtisar
Laporan Hasil Koordinasi Realisas! Kinerja SKPO
Koordinas! dan Penyusunan lapotan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil
60 |Capaian Kinerfa dan |khtisar Realisas] Kots Samarinda dan Ikhtisar Reallsasi Kinerja SKPD 1 Dokurner 50.000.000 |laporan Capaian Kineria dan Ikhtisar Kota Samarinda Koardinasl Penyusunan 1 Dokumen
Kinerja SKPD Realisas! Kinarja SKPD Laporan Capalan Kinerjs
dan lkhdsar Realisas/
Kinsrja SKPD
Jumiah Laporan Evaluas! Kinerja Jumiah Laporan Evaluasi [ ]
61 |Evaluasi Kiner]a Perengkat Daerah Kota Samarinda Parangkat Daerah 4 Dokumen 10,000,000 | Evaluas! Kinerfa Perengkat Daersh Kota Samarinda Kinerja Perangkat 4 Dokumen 10.000,000 i
Oasrabh
62 |Admi i Keusngan Perangkat Daerah Kota Samarinda | lumiah Laporan 7 Laporan 50.537.075.800 |Administrasi Keuangan Perangkat KotaSsmarinds  |Jumlah Laperan 7 Laporan 60.537.075.800
Jumiah Orang yang Menerima Gaji idan T lumiah Orang yang -
63 |Penyedisan Gajl dan Tunjangan ASN Kota Samarinda dan Tunjangan ASN &1 Orang 58.460.894,500 :'5“’ wedlaan Gail dan Tunjangan Kota Samarinda Menerima Gajl dan B1Orang 58.450,894.500 i
T m 'q
Jumiah Dokumen Hash Penyediaan lumilah Dokumen Hauil
Par ot ; Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyedisan Administrag] Penyediaan Administrasi
(=3 Tugas ASN Kota Samarinda 52 Orang 2.021.544 950 | P riaan Tugss ASY Kota Samarinda Pelaksanaan Tugas ASN 52 Orang 2021.544.950
Jumiah Laporan Keusngan Akhir Jumlah Laparan
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 2 Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Koardinas| Peryusunan Laparan SKPD dan Laporan Hasll
& " f Tlrl\l i Kota Samarinds Keuangan Akhir Tahun SKPD 7 Laparan 54.636,350 {Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Samarinds Koordlnssi Panyusuren 7 Laporan 54,636.350
SKPD Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
6 “"":"‘h""“‘ Kepegawalan Perangkat Kots Samarinds  |Jumish Pegawsl 131 Orang 55.591.160 | . : g KotaSsmarinds | Jumlah Pegawai 131 Orang 55.591.160
lumiah Paket Pakaian Dinas besarta Jumlah Paket Pakalan
Pengadoan Pakaian Dinas Besarta Atribut Pengadaan Pakalan Dinas Beserts
7. |k Hidkapen Kota Samarinda Atribut Kelengkapan 131 Paket 55.591.160 Atribut Kelengkapan Kota Samarinda m...., Emm Atribut 131 Paket 55,581,160
Jumiah Pegawal Berdasarkan Tugas Jumlah Pegawai
Fungsi yang Menrglcuti Berdasarkan Tugas den
Pendidikan dan Palatihan Pagawal dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawal
B8 | areissartan Tiges dgn Fungsi Kota Samarinds | pendidikan dan Pelatihan 50rang Bardasarken Tugss dah Fungsl Kot Samarinda | Eiungs! yang Mengikut 5 Orang
Pendidikan dan
- Jumilah Orang yang Mengiiut! Jurnlah Orang yang
|Bosializasi Peraturan Perundang- Notm Simurind Soslalisasi Peraturan Perundang- 1500 Sosizlisasi Peraturan Perundang- Kota Ssmarind Menghuti Sostalisas! 150
= Undangan i Undangan e Undangan " Peraturan Perundang- R
Jumiah Crang yang Merigikuti Iumiah Crang yang
Bimbingan Teknis Implementasi . Mengikuti Bimbingan
ilmb'"ﬂ" Teknls implemantasi e g Bimbingan Teknis Implementast
. Perundang-Undangs Kota Samarinda 'erundang 83 30rang Peratursn Perundang-Undangan Kota Samarinda Teknis Implementasi 30rang
- Paraturan Perundang
trasl Umum Perangkat Daerah KotaSamarinda  [sumish laporan 7Laporan 2.185.978 509 |AdMminisvas! Umum Perangiat KowSamarinds | Jumish laporan 7 Laporan 2.185.978.509
Jumiah Paket Kompanen instslas| Jumiah Paket Komponan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyedias Komponen instalas! Irvitalasi
Kgia Samarinda yang Disediakan 12 lenfs 764,908.500 |Listrik / Penerangan Bangunan Kota Samarinda Listrik/Penerangan 1dJenls 764.908.500
kantor Bangunan Kantor yang
Jumiah Paket Peralatan dan jumiah Paket Paralatyn
Kota Samarinda | PeTiengkapan Kantor yang 12 benis 24583575 | Panyeciean poralatan dan Kota s en Pariengtapen 12 Jenis 245863575
Disadiakan pariengkapan kantor Kantor yang Disediskan
Jumilah Paket Paralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan
Kota Samarinda | 197884 vang Disediakan 30 jenis 163.909. 050 | Pe"vediaan Peralatan Rumat Kota Samarindg | Fumah Tangga yang 30]enis 163,908,050
Tangga Disediakan




Rancangan Awal RKPD " Hasll Analisa Kebutuh
Indikator Kinerja X
Indikator Kinerja Program
Pagu Indikatif Program [outcome, Pagu Indikatit
No | program. Kegiatan dan Kegi Lokasl (outcome) dan Keglatan / Sub | Target Capaian (RP- | program. Keglatan dan Kegiet Lokasi [ ) | “voiget capsian nd
ol ) 000) dan Keglatan / Sub
Kegiatan (output)
1 2 3 4 ] 6 7 B 9 10
Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan
75 |Penyedisan Bahan Logistik Kantor Kota & yang Dised 5 Jenis 218.545.400 |Penyedisan Bahan Logistik Kantor Kota Samarinda Loglstik Kantor yang 5 lenis 218.545.400
o
lumilah Paket Barang Catakan dan fumilah Paket Barang
Paryediaan barang Cetak dan K Penggandsan yang Disedinkar 4 Penyedisan barang Cetak dan Catakan dan a
76 Pengsa = ola Samarinda Dokumen 163.509.050 - Kota Semarinda B o Dokumen 163.909.050
cactint
Jumish Dokumen Bahan Bacaan dan Jumiah Dokumen Bahan
; Persturan Perundang- Uindangan Bacaan dan Peraturan
Penyedisan Bahan bacasn dan Peraturan X ) & Penyediaan Bahan bacsan dan -
77 Perundang Undengan ote Samarinda yang Disedlakan L8O Surat Kabar 66.088.129 Peraturan Parundang indangan Kota Samarinda Perundang- Undangan, | 4.800 Surat Kabar 66.088.129
'yang Disedlakan
lumish Laporan Fasilites! Kunjungsn lumiah Laporan Fasiiag)
78 |Fasiiitas Kunjungan Tamu Kota Samarinda Tamu 10 Rombongan 218.545.400 |Fasilitas Kunjungan Tamu Kota Ssmiarings Kunjungan Tamu 10 Rombengan 218,545 400
‘ jungan
Jumish Laporan Penyelenggaraan Jumiah Laporan
Peryelenggaraan Rapat Koordinas! dan Rapat Koordinasi dan Konsultas! 244 | Perryelenggaraan Rapat Koordinasi X Fenyelenggarasn Rapsr
” | 1 SKPD Kota Samarinda ien 505pPD 209,005 clan Korailcast SEPD ota Samarinda Ciciiid dan S05PPD 344,200,005
Wil s
Pergadean Barang Dazrah
Pengadaan Barang Mk Daeran Laporan Rencana
B8O Pernurjarig Urikan Pemerintah Darah Kota Samarinda Laporan Rencana Kebutuhan Barang 3 Laporan L.228.000.000 |Panunjang Urusan Pemerintah Kota Samarinda Kebituhan Barang 3 Laporan 1.236,000.000
Jumnigh Unit Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kerdaraan
Dinas atau Kendarsan Dinas labstan Perorangan Dinas atau
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas vang Disediakasn Pengadaan Kendaraan Parorangan Kot § Kendaraan Dinas
81 | atau Kendarsan Dinas iabatan Yeasemarids 3ot 00000 s s erataraar Dinas Jabaten Cadrcinlic AN et yang Disediskan 1Hnk 615,000.000
Jumiah Unit Kendaraan Dinas lumiah Unit Kendarasn
Pengadaan Kendaraan Dings Oprasional Operasionat atau Lapangan yang Pengadaan Kendaraan Dinss Dinas Operasional stay
82 o AR Kota Samarinds Disediakan 2 Unit 309.000.000 Opr 1 atac Lapangen Kota Samarinda Lapangan yang 2 Unit 309.000.000
Disediskan
83 |Pengadaan Mebel KotaSamarinda  |/UMiah Paket Mabel yang Disediakan 75 Unit 309,000,000 |Pengadsan Mebel KotaSamaringa | '4™iah Paket Mebel 75 Unit 309,000,000
Jumlah Linit Peralatan dan Mesin Jumiah Unit Peralatan
P
84 |Pengadasn Peralatan dan Mesin Lainmya Kota Semarinds Lainnya yang Disedlakan ul_:::im Péraiatin den Mestn Kota Samarinds dan Mesin Lainnya yang
(= [ 4
. Penyedisan Jasa penunjang Urusan [Panyediaan Jssa penunjang Urusan
t : &5 p et Kota Samarinda Laporan Penyedisan Jasa 1laporan 4.179.680,775 bor sk cab e Kota Samarinda Laporan Penyedisan jasa 1 Laporan 4.179.680.775
! Jumiah Laporan Penyedisan jasa Jumiah Laparan
86 |Penyediaan Jasa Surat Meryurat Kota Samarinda Surat Menyurat 30 surat 5.463.635 |Peny Jasa Surat M Kot Samarinda Panyediasan Jasa Surat 30 surat 5.463.635
Wy Jumlah Laporan Penyedisan |asa jumiah Laporan
| - Komunikasl, Sumbar Days Alr dan | " Penyedisan Jasa
B Penyedisan [esa komunikasl, sumber - ¢ 36 Bukt! Penyediaan jasa komunikasi, 36 Bukt "
i3 dirya air dan listrik Kot Samarinde Listrik yang Disediakan Pambayaran Ta8763.440 sumber daya air dan Hserik ROty Swpidi Xomunikasi, Sumber Pembayaran 785.763.440
Daya Air dan Listrik yang
umiah Laporan Penyedissn Jasa Jumilah Laporan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30 Buktl Pe isan Jasa peralatan dan Penyedisan lass 30 Bukil
Kota Samarinda yang Dised (akan Pambiyaran 163.909 050 p‘_-: 'l."'m"p." ar s Kot Samarinds Paralatan dan Wi 163,909.050
Perlengkspan Kantor
[Jumiah Laporan Penyediaan Jasa lumilah Laporan
Pelayanan Umum Kantor yang B Penyedisan Jasa
Kantor KotaSamarinda  |Disediokan i 3.223.544 650 | Pervedie Jess Pelavanin Umum Kot Ssmarnda | petayanan Umum Kantor | 5 Bukti Pembayaran 3.223544.650
Pembayaran Kantor -
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Miilk Daerah
Kota Samarinda Laporan Pemelharaan 159 Unit 2852017470 | Penunjang Urusan Pemerintah Kota Samarinda Laporan Pemeliharaan 159 Unit 1.852.017.470
Dagrgh




Ranca Awal RKPD Hasll Analisa Kebutuh
e ol
Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Program
Pagu Indikatif  (Rp. Program (outcome Pagu Ind|
Mo || vt Kagttan duei Rapiat Lokas! {outcome) dan Kegiatan /Sub | Target Capalan | % P progr glatan dan Kegi Lokas| o ) | Yaigot Capttan e ol
Kegiatan (output) 000) dan Kegiatan / Sub (Rp. 000)
mlll Mﬂ]
1 2 3 4 X -] 7 ] 8 10 11
Jumiah Kendaraan Perorangsn Dinas lumiah Kendaraan
Penyediaan Jasa Pameliharaan, Biaya atau Kendaraan Dinas jabatan yang Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perorangan Dinas atay
0 ke Marsdd 2
51 | i Kota Samarinda | Dipelinara dan dibayarkan Pajaknya 86 Unit 655,636,200 |Dieva Pemaliharaan dan Pajak Kota Samarinda | Kendaraan inas 66 Unit 655.636.200
Percrangsn atau Kendarsan Dinas Kendaraan Perarangan atau labatan yang Dipelihara
labatan Kendaraan Dinas labatan dan dibayarkan Pajakmya
Jumizh Kendaraan Dinas Operasional Jumiah Kendaraan Dinas
Penyediaan lasa Pemeliharaan, Siaya atau Lapangan yang Oipe|ihara dan Penyediaan lasa Pemellharaan, Operasional atau
i ; Pai
3 [Fomheay, Fejekdan it KotaSamarinda  [dIbavarkan Pajak dan Perizinannya 66 Unit 546,353,500 [ avs Pemeliharaan; Pajak dan KomSamarings  |Lapangsn yang 66 Unit 545.383.500
Kendaraan Dinas Oprasional atau FPerijinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Lapangsn Oprasional stau Lapangan | dibayarkan Pajak dan
93 |Pemeliharaan Mebel KotaSamaringa | 'Umiah Mebel yang Dipelihara a5unit 32.781.810 |Pemelinarsan Mebel KomSamarings  ['4mieh i 45 Unit 32.781.810
Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya " Jumish Peralatan dan
hy Pergl M Pemeliharsan Peralata:
94 3;:“: e v rain KotaSamarinda  |yang Dipelihara 2Unit 6099 sas (Pl " AR ME KotaSemarinds  |esin Lainnya yang 2Unit 50.099.985
Dinslibaca
lumiah Aset Tetap Lainnys yang Jumilzh Aset Tetap
95 |Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kata Samarinda Dipelihara 1Uni 273.181.750 |Pemalibaraan Aset Tetap Lainrya Kota Samarinda Lainnya vang Dipellhara 1Unit 273.181.750
Jumiah Gedurg Kantor dan Jumiah Gedung Kantor
Bangunan Lainnya yang dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan / Rehabliitas Gedung Pemelibaraan / Rehabhitasi Gedung
Samai 2,454 4! 454,
a6 Kantor dan Bangsiran lsinnya Ko rinda Dipelihara/Direhabliitas! 1 Gedung 382.454,450 Kantor dan Bangunar leinnya Kota Samarinda vang 1Gedung 387,454 450
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumnlah Sarans dan Prasarana lumlah Sarana dan
Pemeiiharaan / Rehabllitas! Sarara dan Gedung Kantor atau Bangunan Pemalinarsan / Rehabi|itas! Sarana Prasarana Gedung
97 |Perasarana Gedung kantor atau ¥ota Samarinda Lainnya yang 1Jenis €55.636.200 |dan Perasarana Gedung kantor atau Kota Samarinda Kantor atau Bangunan 1lenis 655,635,200
Bangunsn Lainnya Dipelihara/DirehabMtas| Bargunan Lainnya Lainmya yang
Dipelihara/Direhabillasi
{umiah Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendulung
Pemeliharaan / Rehabilltast Sarana dan Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan / Rehabllitas! Sarana Gedung Kantor atau
98 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kots Samerinda | Dipelibara/Direhabllitasi 1 fenls 245.863.575 | dan Prasarana Pendukung Gedung Kota Samarinda Bangunan Lalnnya yang 1 ienis 245.863.575
atau bangunan fzinnya Kanitor atau bangunan ainmya Dipelihara/Direhabiiltasi
.
%9 Penurjang Urusan Kewsnangan Kota Samarinda . |Penunjang Urusan Kewenangan Kok Sihanpde
—{Pengelolsan Keuspgan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumiah Lapgran Hasil Pengelolaan Jumlah Laparan Hasil
|
100 |Pengelolsan Dans Darurat dan Mendesak Kata Samarinda Dana Darurar dan Mendessk 50,000.000.000 Pengelolaen Dana Darurat dan Kota Samarinda Pengelalasn Dana 50.000.000.000 .
c Mendesak Darurat dan Mendesak
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PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan dan
aset daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis
dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan
yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme
perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan,
kecamatan, sampai dengan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil proses
musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 di BPKAD Kota
Samarinda tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat.
Hal tersebut terjadi karena usulan program tersebut bersifat teknis dan
langsung kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2023 penyalurannya hanya
terdapat pada PD teknis, dan tidak terdapat pada PD pendukung seperti BPKAD

Kota Samarinda.

Hasil Usulan Program / Kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025 dapat
dilihat pada Tabel T-C 32.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah I /
-l l /



/- Tabel T-C.32

/ / Usulan Pr ogram dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

l / / Kota Samarinda

’: NamaPerangkat Daerah : BPKAD Kota Samarinda

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang
keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional,
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang
tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun
yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda
prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan
nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-
daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya
melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada
rakyat (people centered development), yang inklusif dan mengedepankan
partisipasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang
berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar Generasi

(intergenerational equity) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kota Samarinda, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global,
regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang
dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya
menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya
saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan
syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi

yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kota Samarinda,
maka BPKAD Kota Samarinda merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional,
dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan d
aset daerah pada Tahun 2025. Dengan memperhatikan tema pembangu

daerah dalam RKPD Kota Samarinda Tahun 2025, yaitu Pemban

%y

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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"{; sesuai table berikut:

Indikator
Misi 3 Sasaran Strategi Kinerja I;:?c?rri?gs]
Sasaran
Mewujudkan Meningkatnya Reformasi Opini 1. Program
perekonomian kota | kualitas laporan Birokrasi dan | Laporan Pengelolaan
yang maju, mandiri, | Keuangan Penguatan Keuangan Keuangan
berkerakyatan dan | Pemerintah Tata Kelola Daerah
berkeadilan Daerah dan Pemerintaha 2. Program
Akuntabilitas n Pengelolaan
Kinerja Barang Milik
Daerah

Berdasarkan matriks RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, maka BPKAD Kota

Samarinda melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

e Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui
kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan
strategi:

1. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;
Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan
Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung
peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;

3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD,
terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai
dengan penilaian aset pada tahun 2023), perencanaan, kebijakan serta
perencanaan standar kebutuhan aset per perangkat daerah, serta tingkat
kesesuaian antara nilai aset pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD,
pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola Aset; dan

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang

Akuntabel dan Tepat Waktu.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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1 JUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
! Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2025 mengacu pada Renstra BPKAD
. Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda

tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kota Samarinda tahun
2023.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka
menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan
efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi
ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan
menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran,

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:
Tujuan BPKAD Kota Samarinda :

Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan,
standar satuan harga, analisa standar belanja, dan Meningkatnya Pelayanan

yang Akuntable.
Sasaran BPKAD Kota Samarinda :

Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan

Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran: Opini Laporan Keuangan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka
menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan
efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi
ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan
menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran,
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran sebagai

berikut:

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Target

Operasional)

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
2

Meningkatnya Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dan
Akuntabilitas Kinerja

Opini Laporan Keuangan n/a WTP WTP WTP | WTP WTP WTP

Formulasi= Opini BPK terhdap Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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: ':"' amarinda pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan
pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, maka
tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur,
spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan.
Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana
program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik.
Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah; dan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah
ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis
(business process) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda
adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan
program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai
unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan
pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan
administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat

Daerah. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa

Pembangunan Nasional,;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN

%y

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
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eraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

" Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Penagai

Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen

Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan

sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

dengan sub kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
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Realisasi Kinerja SKPD.

¢. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,;
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Pengadaan Mebel

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub

kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor jatau
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Bangunan Lainnya.

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu
oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang
Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu:
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran:
(1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2)
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan
Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6)

Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatu

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
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anjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan

an sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang

Anggaran), dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;

f.  Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;

j- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/

Kota.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan

SPD;
d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Buk

Bank;

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan

V4
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Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang

Daerah sebagai Optimalisasi Kas;

i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan

Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;

j- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah;

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,

Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban,;

c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;

d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah;

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/ Kota; dan

i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.

4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan
sub kegiatan:

a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Da

Bidang Keuangan Daerah
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'b. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:

a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang
diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset
Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang

Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;

2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;

4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;

5. Pengamanan Barang Milik Daerah;

6. Penilaian Barang Milik Daerah;

7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,

dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan

9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
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Nama Perangkat Daerah : BPKAD Kota Samarinda

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Keglatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perakiraan Maju Tahun 2026
Kota Samarinda

(PAD)

50201200 |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah | Nilal AXIP (""""‘“” AstinamnAl
502012010001 |p " Perangkat Daerah Jurniah Dokumen Per Perangkat Dserah 5 Dokumen 200.000.000,00 :’:*_T;”‘M ASLEATRA
502 01.2.01.0006 :mmw Lapccsn Capalan i duvi Kchtiser ;::::%::;:m rng::::‘m?;:?u:;:mu:r:iluc?m :m'""’ Seping 1 Laporan 751000,000,00 ::::i”“‘" Al D 1 Laporan
502012010007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Dserah Jumiah Lapotan Evaluay Kinerja Perangkat Daerah Hota Samarinds, Skmarimia 4 Laoran s0.000 m"“:mm el 4 Laoran
50201202 j i Keuanga gkat Daerah Jumiah Laporan i 7 Laporan 38.394.491.326,00] 7o) A AVAN ASLI DAERAH 7 Laporan
501012020001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menerima Gajl dan Tunfangan ASN oy Saymarioda, Samarinds | g1 orang/mulan 15.287.995.755,00 ‘:;‘;”‘m ML B1 Orang/Bulan
502012020002 |Peny Pelaksanaan Tugas ASN i‘::"‘; Fami Gia Felah o 52 Dokumen 3086 495 571 00| PNPAPATAN ASU DaERAY 52 Dokumen
56,275.441.00
502,01 2.02 0005 dan & Laporan K Akhir Tahunskpp | "umiah ""’:"" ““"""’; ::: I"“'"?":ﬁ::‘#:::";";;‘“ x’;‘:"“‘“" Sainpririda ¥ Giigicah £0,000.000,00 m"’"‘" ASUI DAERAK Flipotan
50201205 | Adminksirasi Kepegawalan Perangkat Dgerah Jumizh Pegawal Hooks Seakind; Sanu ity 131 0rang 295 501 160,00 T IDAPATAN ASL| DAERAH 131 Grang ST mem
502012050002 |Pengadaan Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumish Paket Pakaian Dinat beserta Alrbut Kelgngkapan | %% S4MWvinda, Samarinda 131 Paker 55.591,160,00| ERCAPATAN ASLI DAERAN 131 Pakat 57268 ,86.00|
S03013050013 | Bimbingan Tekni Implementas Paraturan Perundang Undangan | |Imiah Orang yans Menghkut Bimbingan Tekns ok ey ] a0 0rang 200.000.000,00 I':;I’f‘”“" A QaeRi 30rang #41000,000.00
50201206 | Administrast Umum Perangkat Daerah Jumiah Laporan ot Sarmeri ey Sy 7 Lapsran 1,085,578 508,00 PoOAATAN ASKI DAERAK 7 Laporan 2,251,557,006.00
5.02.01.2.06 0008 Komponen Instaiasi Listrik/Penerangan Banguran Kantor [/ 4" Paket Kompanen Instalas istrik/Penerangan B g& § 12 Pakex 384,908,900.00 |PENDAPATAN ASL DAERAN 12 Poket TR735107.00
5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan P dan Perlengkapan Kantar Jummiah Paket Peralatan dan Perfengiapan Kantor yang Disediakan m SUBSLICH, S aesarince 12 Paket 245 863 575,00 .:‘:"ST ASL DAERAH 12 Paket 253,239,482 00
502012060003 |Penyediaan Peraatan Rumah Tangga tumiah Paket Peralatan Rumah Tangga vang Disediskan A R 30 Paket 1831908.050,00 ::g”‘m A3 Denjot 30 Paket 168,828,322 00
5,02.01.2,060004 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan e & Pakat 118 545 400,00 r:::”‘“" i S Paket 7510176200
502012060005 |Penyedizan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ::_";!"‘f“"" iy 4 Paket 162 909.050,00 m“”“" ASU DAERAH 4 patet asnm
502012060006 | P Yiaan Bahan Bacean dars Pe Perundang-undang Jumiah Dokumen H-;::mn dan Peraturan Perundang- mmnmwunm 4800 Doktmen £6.088.129,00 :::»nmasu DAERAN 4500 Dokuiven 8807077300
501013060008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumiah Laparan Faslitasl Kunjungan Tamu oS Sl Y fridy 10 Lagoran 218 545 &00,00 ﬂ"”‘ ASLDASRAY 10 Laporan 225,101,762.00
502012060009 | Penyel Rapat Koordinasi dan SKPD Jumizh Laporan Penyelenggaraan Rapat Noordinas dan ms;mnm. Samatinda R0 Lakiarat 344200 005,00 :mmrmﬁaumm P 354,536 275.00
5.02.01.2.07 i daan Barang Milik h Urusan i Daerah Laporan Rencana Kebutyhan Barang Yeta Sonatitudn Somarindu 3 Laporan 727 .000.000,00 :::.3”“”‘ ASL AERAM T Laparan $18.270,000.001
o M. | SEe—— Dinas fabatan | AN UNIt Kendarasn Perorangan Dinas atau Kendaraan Cinas Jabatan R St o = e :uwarmmrmm AR o0
? Onas stau Lagangan m::n Kendaraan Dinas Opsrasional atai Lapangan yang ::: s;m:wdu. Samarinda 1M 300 000 000.00 ﬂt::}wmm A5L DAERAH 2 Unie 0.00
Pengadasn Mabel Jumiah Paket Mebel yang Disediskan ':: Samarinds, Sarmarinde 75 Unit 160.0001000,00 ':':g‘“”‘ ASHI DAERAK 35 Unie 318,270,000.00
yediaan lasa Py i Lrusan Permverintahan Caerah Laparan Penyediaan Jasa FomR Samurinda, Samrinda 1 Laporan 2155040 181,00 :NW&TM RO DA 1 Laporan 4.305,071,199.00
o o Surat Maryurat Jumviah Laporan Penyediasn fasa Surat Menyurat S48 Sumarinde, Semactide 30 Laporan 5 m.mm_;:_”':w‘"“ ASLEWERAN 30 Laporan ST
5.02.01.2.08.0002 CSimbar Oy A da Listrik nmum: Penyediaan lasa Komunikasi, Sumber Daya A dan Listrik ::samnm Samarinda 38 Lagiorate 786 763 440,00 &?»A‘rm ASLI DAERAH 36 1aporan 810,386,343.00
502012080003 |Peryedia PeHengkanan Kintor me Penyediaan lrsa Poralatan dan Periangiapan Kantor Kota Samaringa, Samarinda ibiann 139 288 438,00 r:::unrmm DAERAM 10 Liporsn 168,826,322 00
502012080008 | penyediasn fasa o it Jumilah Laporan Penyediasn Jass Pelayanan Ummum Kantor ying Kota Samafinda, Samarinds SLanstEn 1,223,544 850,00 l:marm ASLI DAERAH — 3,320,250.990.00




—~

S.02012.09 | pameliharasn Barang MIlk Daarah Penunjarg Urusan Permetintahan Deseah | Laporan Pemeliharasn Kot Samarinds, Samarinds 159 Unit 2852 017 470,0p | PENDAPATAN ASU DAERAH %
Penyedizan lass Pamel , Blays dan Pajak i, Jumiah Kend Pe Dénas atay Dings jabatan yang | Kota Samarinda, Samarinda PENDAPATAN ASLI DAERAH 675,
5 L2 b 40 5
ST 48 Peror: Dinas stau K wan Dinad jabatan Dhpelihara dan di B gkl Senpssa0m PAD)|
Jasa liharaan, Blaya P Pajak dan Derizinan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atay Lapangan yang dan | Kots X | PENDAPATAN ASLI DAERAN
SOLL200:0002 raan Dirss Operasional atau i dib Perizinann Kota e 5985053, 500,08 {PAD) =
5.02.012.08.0005 |Pameiiharasn Mebet Jumiah Mabat yang Dipaiihara ¥ota Samarinda, Samarinda 45 Unk 32781 810,00 ’:"n”“”‘ ASLI DAERAH ©
502.01.2.09.0006 | Pemelihazan Peralstan dan Mesin Lainnye Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dielihara ::: = e 6k, Samarinda 2 Unit 0,099.685 00 ':m"'“"‘ ASIRAERAN
Kots, Bugls
502012090007 | Pemelibaraan Aset Tetap Lainnye Jumiah Aset Tetap Lainnya yang Dipsiinara :: "“‘:"‘"" Aamarinds 1 Unie 273181.750,00 ’:"“"‘"‘““" DABRAM 1Unt
502012090009 |Peme Gedurg Kantor dan B Lainmya :““"‘ """"’:‘m“;m‘“""' Rangpunan LAY e REER Sathadiontn, Narmiis g 1 Unit 382 454 450,00 PENOAPATAN ASUI DAERAN 1 Uit
Permeliharann/Rehabilitas Sarana dan Prasarans Godung Kantor staw Jumiah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainma Kota Samarinda, Samarinda PENDARATAN ASLI DAERAM
02013209, i
501013090010 |Pemehara Dipelitra/Direhabili koo, Bugh 1 Unit 455836 200,00/ 24" 1 Unit
/A Sarana dan & Pendukung Gadung kantor |Jumlah Sarana dan Prasarana Pendikung Gedung Kantar atay B ¥ota , PENDAPATAN ASLI DAERAH
5020 ! 1
2012090011 |7 s i il . 1 Unee 245,863 575,00/ P~ 1 Unit
50202 |PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAN Laporan Keuangan Daerah Kok Samariods, Sariatinds 1 Laparan 56.466.174.282,0p| T EHOAPATAN ASLI DATRAN 1 Laporan P
5.02.02.2.01 dinasl dan P Rencana Anggaran Daerah tumlah P Rencana Anggaran Daerah 2;1 Pt (Murm) 2406 830 680,00 ":;:”"m ASLI DAERAH 1 Laporan 2,504,04 4,873.00
| dan Petubshan)
5020232010001 danPe KUA dan PRAS Jumiah Dakumen KUA dan PRAS yang Disusun :“" Samarinda, Samarinds 1 Dokumen mmmm':’::‘nw‘“"m'w“' 1 Dokumen = ~
502022040002 &n 5 KUA dan Parubsshan PPAS fumish Dolumen Perubatan KUA dan Percbahan PPAS yang Dissan | 003 S3marinda, Samatinda 1 Dokusen 265 545 400 09 ’:’""‘““""“m 1 Dckuman 28101,
5.02.022.01,0003 |Koordinasi, Pemyusunen dan yarifikasi AKASKPO Jumiah RXA-SKPD yang Diverifikas! Kota Samarinds, Samarinda 1 Bokuman 223,181 750,00 I'Pw ATAN ASU) DAERAH 1 Dokumen 281,377.203.00
Jumiah Perubahan 251,377,203.00
5.0202.2.010004 | Kordinasl, Penyusunan dan Verifikes| Paribahar AKA-SKPD AKA-5KPD yang Diverifikani o ‘!"“'"""'- fpriariods 1 Dokumen 223 181.750,00 :::D“j”"“" AN DA T Dokinen
502022010005 |Koordings, Penyusunan dan Verlikasi DPASKFD Jumlah GPA- SKPD yang Diverifikast Kok Sasmartoda, Sammarinda 1 Dokumen 204 200 005,00 :"“W’“"' ABLE RS 1 Dokumen B455.215.00)
50202201000 » dan han DPASKED Jumiah PeruahanDPA.SKPD yang Diverfikas! ¥ota Samarinda, Samarinda 1 Ookumen 223,181 750,00| SHAPATAN ASU DAERAK 1 Bokumen #51,377.203,00
502022010007 |X001AInKM 84 Penyusunan Peracutan Dasrah tentang APRD dan Peraturan | jumiah Feraturan Dastah tentang APBD dan Paraturan Kepals Domrah |Kate Samarinda, Samarinda e 254 035.400,0p)| PENCAPATAN ASLI DAERAN E 520,138 052.00
| kepala Danrah tentang Penjsbaran APBD tena 4n APBD ] IPAD)
717
5102.02.2.01.0008 dinws dan P ran Daerah tentang Petubahan APSD dan Jumiah Peraturan Dyerah tentang Perutahan APED dan Peraturan Kepala Kata Samarinda, Samarinda y tuikisiian 317.687158,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10 481.717.711.00
: Peraturan Kepala Danrah tetang Penjabaran Perutiahan APED Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota, Bugts R (7]
02022010009 |Koordinasi d Aaguiasi serta Bidang Mriggaran Jumiah Dokiimen Regufasi serta Kebijakan 8idang Anggaran o Mmarinda, Seiray 1 Bokumen 228,682 719,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH 1 Dokimen 84.043.201.00
5.02.02.2.01.0013 N % o Doarah B s Ju mh':':::ﬂi ang Mengikutl Pembinaan Penganggaran Deerah Kota S:mrm Samarinda 1000 104,638.350,00 -::nwn‘rm ASLI DAERAH 47 0rang mm.m‘.n_nl
Pemer Kota Bughh
5.02.022.02 dan Par Daerah fumiah Buku Jskris dan Laporan Pertanggungiawaban APED S Samrin R 5 Jonis Buky 1,675 612 538,0p| PENDAPATAN ASLI DAERAH — 2,448,850 917.00)
502022020001 |Koordinest dan Pengalolasn kas Gaetah Jumiah Bokumen Misi sans P — ’x Samatinds, Samatinda 1 Dokumen 163.600.050,09] PENDAPATAN ASLI DAZRAN 1 Dokumen B
5.02.02.2020007  |Pengeiolasn Sisa Lebih Perhieungan Anggaran Tahun Sebalumnya - “’“’:‘ Hast Pangeicisan 5ita Labih Perhitungan Angga ¥oa \ Sariari 1 Laporan 108,272 700,00 ::::‘m‘" ASH DAERA 1 Lagorun 112,550,584 E“
502022020003 |7 Perge o ANGEATan Kas dan SFD ;-;;M Hasll Peng dan Penerbitan Anggaran Kas dan m s'-mumu-, Samarinda 1 bk 282 017 359, op| PENDAPATAN ASLI DAERAH A7 i 303,477 850,00
502022020004 | Penatausahasn Fembiayasn Dasrah Jumiah Ochumen Hsil Penstausahasn Pamblayaan Datrah s s"""""“‘" Eprinas 1 Dokumen 54 656 350,00 fp‘:‘n""’"‘” ASLLOMERAH 1 Dokumen b
Kots, Bugls
$02.01:2.02.0ns [ XS6rhdas, Fasuas, Assson Sokrontss, Supervis, Monitorng den |08 Do . D P Ry s dan | <O SAmarinda, Sumarinda 1 Dokumen 184,585 630, g | PEMRAPATAN ASL BAERAK 1 Dokimen e
; Evaluast Pengelolaan Dana Perim bangan dan Dana Transfer Laifimya i Tu;nfu ‘s T, Kota, Bugis e (1Y)
Dana Transfer Lainfiya
pal . |tumiah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelsksanssn Keria Sama dan 433 320, 882.00
F 1 fa Sama dan Transuks! Non Tunai Kota Samarinda, Samarinds PENDAPATAN ASLI DAERAH 1
4 acigen Bank dan Lemt Bukan daok :mmamuln Tram:k:::us':::n dergan Lembaga Keiangan Bank dan 1 Dokumen 220,808 BES5, 00 [PAD) Ookumen
Koordinas! dan Penyusunian Laporan Realisas: Penenmaan dan n.n.gmnan 58.275.441.00
| Kas Daerah, Laporan Alitan Kas, dan wgan |Jumiah Laporan Realisas| F-n-rlmun dun Pmn!unm Kat Daerah,
dan Penyetoran Perhitangan Filuk Ketiga (PFK) Laporan Alican Kas. dan Pei s dan
Peryetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) don Laporan uml" rofi sl i - PEM TAN ASL| DAERAH
dalam ranghs Penyusunan Laporan Restisas! Penerimsan dan tots, hlhl e 1 Lapatan 54 638 380,00 an:u x 1 Laporan
wummmah.uwmmnmmmm :
gan dan P hitungan Fihak Ketiga
(]
©6,275,441 00
n Mutang dan Utang Daerah yang Timbu! Akibat Jurmlah Ds Hasll Koord| Plutang dan Utang
5.02.02.2.02.0008 Anaisis Pambiayaan dan Penemzatan Usng | Daarah yang Timbul Akibat Pengeloissn Kas, Pelalcsanadn Anaists :‘f‘“‘-‘.""“‘ inda, Samarinda 1 Bokumen 54,636,350 00 ’:W‘"“ ASLLDAERAH 1 Dokismen
Pembiayaan dan Penempatan Liang Daerah sebagal Opbimalisast Kan Bugls (PAD)
Jumiah Cok Hasit Data P din B 455,831,088.00)
54,022, 02 o0y PN i corta P i Pamotongan atas P20 dengan instansi Nea Samdrindt, Semaiinds 1 Dokutren 242584,435,00| TN PAPATANASLI DAER, 1 Dokt
A Instansi Terkan T Kota, Bugs [PADH

Toaw



| Perrpusunan Patunjuk Teknis Administrasi Kevangan yang Berkaman dengan

Jummilah Petun)uk Teknis Adminisirasi Keuangan yang Berkaitsn dengan

Kota Samarinda, Samarinda

254,020,069,00 | PENBAPATAN ASLI DAERAH

5.00.02.2.02.0010 | Ry dan Pangal Kas sarta Pe dan dan Pengel Kas serta dan Wona, B4 1 Dokumen {PAD)
Pertanggungiawaban Sub Kagiatan Partanggunglawaban Sub Keglatan e
" S " Jumiah Orang yang Mengikuti Pemb Penatausah, Kata |, Samar|nds PENDAPATAN ASLI DAERAH
502.021.02.0011 |F Dbl ot B 180 Orang ﬂaasasnm‘ oAl
- Buky Laporan Keuangan Pemerintah erta Laparan P 2 Kota 5, 3 Jeries buku Lap, PENDAPATAN ASLI DAERAH
50202203 dan darn Palapo Dserah san FeniAbaran APED Calraan 1.624.276 768,00 {PAD
= e Jumiah Laparan Has d P aan dan |Kota 5 d PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.02.02.2.03 Soo dan KasDaerah | e iy 3 36 Laparan 325086 283,00 (BAD
Relansiiiasi dan Verifikasi Azat, Kewajlian, Ekuitas, Pendapatan, Balanjs, Jumilat Dok Hasll Rekonsillas dan Verlfikas) Aset, Kota s PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.02.02.2.04, . 1 Dokumen 163 809 050 1
FHEOL02 | embiaynan, pendopatar-L0 dar B Ehuitas, F , Betanjs, P Pendapatan-i0, dan Seban | Kota, Bugis 050,00 ooy
¥ Laparan biar Puelalk APBD Jumiah Laporan Pemanggunglawaban Pelakianasn APBD Bulanan, Kota Samarindz, Samarinda PEMDAPATAN ASLI DAERAH
02.02.2.00, e 4
St o Bulanan, Triwulanan dan Semecteran Triwulanan dan 5 an Kota, Bugls » 2 00212 K0,00
o Konsolidasl Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Juminh Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangsn Kota Samarinda, Samatinda 7 000 800, 0g | PENPAPATAN ASLI DAERAH
i Pemrintah Daerah Pemerintah Dasrah Ter lidasi ¥ota, Bugis e " e 00 PAD)
P 1 Surniah Dokumen Hasil Anallsis Laparan Pertanggunaiiwaban Kota Samarinda, Samarinda = PENDARATAN ASLI DAERAH
502.022.00.0008 |Penyusunin Analisis Laporan P APRD Petaksandan APED Bogh 1 Dokumen 108 272.700,00 fis
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Taknls O ional Penyel Jurniah dan Panduan Teknis O | Panyelengga Kots Samarinda PENDAPATAN ASLI DAERAH
.02.2.03.0009 1 Delum 114;
i Alewritans: Pemerintah Dasrah Akuntansi Pemerintah Dasrah Kota, Bugh e I (PAD)
Pambinaan Auntars), Pelaporan dan Peranggungiawaban Pemerintah Jum|ah Orang yang Mangikuti Pambinaan Akuntansi, Pafaparan dan Knta Samarinds, Samarinda g 4 PENDOAPATAM ASLI DAERAH
5.02.02.2.03.0011 i e e P b N itV Voia iz 50 Crang 246 362.500,00 (paD)
502022030012 |p \an BLUE Kabupaten/Kota Jurniah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina :"" ""‘:'“‘“ Samarinds 12 Lembaga 218 545 400,00 "’::‘:”"‘" ASH v 14 Lembaga 2510176200
uimiah Belanja Keadaan darurat & kaperiuan M yang  |Nota Samarinda, Samarinda PENDAPATAN ASLI DAERAH F 0.00
5.01.02.2.04 % Urusan gl \gan Dasrah Hinaniti 1 Paket 50.000.000.000,00 {pan)
5.0202.2.00.0003 |Pengelolaan Dana Ganrat don Mendesak Jumiah Laporan Hasil Pengalolaan Dana Dsrurat dan Mendesak :‘“" Sembriodl Samarinde 1lapoean 50 000.600.000,00 ':’:‘;‘;‘"‘“" S0 BARM 1 Laporan Rnoq
5.02.02.2.05 1. ; nmnnan -ah- Sistem |nformasi Pemerintah Dasrah Rekonkiliss tapocat Paresimaati QPO ::: s«m“ rinda, Samarinda 3 e Lkiwonain 758 445 288,001 PENDAPATAN ASLI DAERAH A TSR 762.228,822.00
dan Sistam I h Daerah Bidang | lumlan Hiagil | dan Pemall Sistem Kota inda, Samarinda PENDAPATAN ASLI DAERAH 381,114,311.00
. 2.05.0007 ] g 12 Dakumen
et Dawrah Pomatintah Dasrah idang Keuangan Daerah Kota, Bupls *hakimen PRI | (PAD] i
Sistam Gaerah Bidang K Daerah  |Jumiah Orang vang & Sistam inf Kota § d: PENDAPATAN ASLI DAERAH TN
5.02:02.2.05 L - i 150 Gira ) ¥
Sl Pemerintah Kabupaten/Kots Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupates fKota Hota, Bugis " BITR2 o000 (PAD) Lerang
DAPA a4
SD203 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Laporan Neraca Aset Barang Mk Daerah e 1 Dokumen T7387.738,A71,0p | - EMPATAN ASL BAERAK 1 bokumen ST 00
S.02.03.2.01  |pengetoiasn Barang Millk Dagrah Jumiah Dakumen Pericatatan Asec Barang Mk Dagrah :: ‘”""‘”"‘" Samarinda 1 Dokumen 77357 738 171,00 ’E:DD;”"”‘ AL DADIM 1 Dokimen 8,012,095, 744.00
502032010001 |Panyuscnan Standar Harga Sumiah Stardar Hargs yang Disusun R e 1 Dokumen 108272 700,00, " AABATAN ASLIBRERA 1 Dokumen 112,505,86%.00
Kots Bugls =~ |
Penyusunan Standar Barang Milik Daarah dan Standat Xebutuhan Barang Jumish Standar Barang Millk Daerah dan Standar Barang Milik] K da, 5 d PENDAPATAN AGLI DAERAH 56,272.441.00
5.02.03.2.01.0002 MKk Destah Caerih Kota is 1 Deskumen 54,630.250,00 (paD) 200 Dokumen
502032010003 |p AP Kebiitishan Barang Millk Dagrah Jumiah Rencana Kbyt han Barang Millk Dasrah x s"""s"""" Samarinds 1 Dokumen 183 909.050,00 [’Pﬂm““"”“' ASCHEMERA 47 Dokuman 168,828,322.00
502032010000 | i Barasg Milih Daersh Jumiah Kebijakan Pungelolasn Barang Millk Daarats Ko Sarmarody, Samarinde 1 Dokumen 54/636.350,0p] "SEAPATAN ASU DAERA 1Dakunten i
5.02.03.2.01.0005 |Penatausahaan Barang Millk Dasrah Jumiah Lapatan Pefatausahaan Barang Mk Dasrah R e H St 1 Lapatan 40736 897 200,gp| PR APATAN ASLIDAERAK 1 Lagoran SRR 2na .00
i ; X 3 Kota Samarinda, Samarinds PENDAPATAN ASLI DAERAH 56,272,441.00
s.u.mmm Inventarisasi Barang Milik Dygrah Jumish Laporan Hasil (nventarisasi (LHI) Barang Millk Ogerah % s 1 Laporan 54 638, 350,00 {PAD 1 Lapotan
Pengamanan Barang Millk Daerah Jumiah Laporan Hasl Pengamanan Barang Millk Gaeral ;m Sematinda; Sarmariridh 1 Laporan 35 088.463.847,00 F::DMAMH A3 I 30 Laporan RRTA MBI
Jumiah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Dsarah dan Hasll Kaordinas | |Kots Samarinda, Samarinda | PENDAPATAN ASLI DAERAH 337 652.843.00
1 181 Laj
Penilaian Barang Millk Dasrah Potilba. A Daerah 1 Laparan 127.818.100,00! {PAD) 3 Laparan
= 0 Jumlah Laporan Hasil peng, dan P Pangel Barang | Kota Samarinda, Samarinda PENDAPATAN ASLI DAERAH 168.828,322.00
dan ? Barang Milik Duerahy it % s Dk 1 Laporan 183.800.050,00 135 Laporan
i 7 .00
¥ £RUNA3R, Phrnanfast ! P i Jumiah Dokumen Hasi| O gRunaan, B Kota Samarings, Samainids e 227 81 00, 0g | PENDAPATAN ASLI CAERAN — A7 4B 043
i | dan Penghapusan Barang Milk Casran L , dan F Barang Milik Caerah | Kots, Bugls " ipan)
Jumlah Laporan Hasg| dalzm rangks Peny Laporan Kota Samarinda, Samarinda PENDAPATAN ASLI DAERAH 282 416,937 00
l\lml dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Mtk Daerah atid i Barah S 1 Laporan 245 067 200.00 s AR Laparan
0z03z01 ’ 1 Barang Millk Daeah Jumish Laporsn Batang Mk Daerah yan Dlsusun m 5:“':‘ 04, Samarinda 1Lapacan 54 §36.350,00 "::Dw“”‘ ASLLIMERBH 1 Laporan PRI
’_L {PAD)
Jumlah Grang yang Mergikutl Pambinaan Pangatolsan Barang Millk Kota Samarinda, Samatinds 7 |PENDAPATAN ASL| BAERAH i0 170,887 541 00
502.03.2.01.0013 g ik Daerah Pemerintah Kabupatan/Kata Baerahi P itih % Rota: Bous 150 Orang 18801 .aon,oui rang




Rencana Kerja 2025

y

BAB IV

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda Tahun 2025 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah
atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan
dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang terkait situasi
Penanganan Inflasi Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas

pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran
perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon
anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja
pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada
APBD Tahun 2024. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah
rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu
mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas
dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk
belanja tidak langsung juga diakomodir dalam rencana kerja tahun 2025,
pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan
sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Pada Tahun 2025, anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme Sistem
Informasi Perangkat Daerah (SIPD), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah




RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM / T,IA\AKRHG|ET REALISASI Plé,:gzﬁQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA 265.901.874.444,00 83.815.468.522,00
5 UNSUR PENUNJANG 265.901.874.444,00 83.815.468.522,00
URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN 265.901.874.444,00 83.815.468.522,00
1. 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG Nilai IKM 81 Nilai 81 Nilai 46.195.118.626,00 81 Nilai 72.598.275.295,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01 Perencanaan, Nilai AKIP 90 Nilai 80 325.000.000,00 - - Perangkat Daerah 85 Nilai 150.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penganggaran, dan Evaluasi KEUANGAN DAN ASET
Kinerja Perangkat Daerah DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 200.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 8 Dokumen 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perencanaan Perangkat Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
RKA-SKPD dan Laporan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Hasil Koordinasi Penyusunan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan | 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
RKA-SKPD dan Laporan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Hasil Koordinasi Penyusunan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
dan Laporan Hasil Koordinasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Penyusunan Dokumen Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
DPA-SKPD
5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan | 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
DPA-SKPD dan Laporan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Hasil Koordinasi Penyusunan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Kinerja SKPD dan Laporan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

5.02.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-24 17:58:17

Halaman 1




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / Tﬁ}?'_lGIET REALISASI PE’:‘;X‘]’:QN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 4 Laporan 10.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kinerja Perangkat Daerah Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan 7 Laporan 7 Laporan 38.394.491.326,00 - - Perangkat Daerah 7 Laporan 62.353.188.075,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang 12 81 35.287.995.755,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 81 60.214.721.335,00 | BADAN PENGELOLAAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Orang/bulan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH Orang/bulan KEUANGAN DAN ASET
Tunjangan ASN Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil 52 Dokumen 52 Dokumen 3.056.495.571,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 52 Dokumen 2.082.191.299,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penyediaan Administrasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Pelaksanaan Tugas ASN Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 7 Laporan 50.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 7 Laporan 56.275.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Akhir Tahun SKPD dan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Laporan Hasil Koordinasi Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Jumlah Pegawai 131 Orang 131 Orang 255.591.160,00 - - Perangkat Daerah 131 Orang 257.258.895,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas | 131 Paket 131 Paket 55.591.160,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 131 Paket 57.258.895,00 | BADAN PENGELOLAAN
beserta Atribut Kelengkapan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang 3 Orang 40 Orang 200.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 3 Orang 200.000.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Bimbingan Teknis Semua ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Implementasi Peraturan Kecamatan, (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Perundang-Undangan Semua Kel/Desa
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah Laporan 7 Laporan 7 Laporan 1.685.978.509,00 - - Perangkat Daerah 7 Laporan 2.251.557.865,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perangkat Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 12 Paket 12 Paket 364.908.900,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 12 Paket 787.856.167,00 | BADAN PENGELOLAAN
Instalasi Listrik/Penerangan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bangunan Kantor yang Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Disediakan
5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan | 12 Paket 12 Paket 245.863.575,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 12 Paket 253.239.482,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perlengkapan Kantor yang Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Disediakan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / Tﬁ}?'_lGIET REALISASI PE’:‘;X‘)&QN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan 30 Paket 30 Paket 163.909.050,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 30 Paket 168.826.322,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rumah Tangga yang Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Disediakan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik | 5 Paket 5 Paket 118.545.400,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 5 Paket 225.101.762,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kantor yang Disediakan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang 4 Paket 4 Paket 163.909.050,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 4 Paket 168.826.322,00 | BADAN PENGELOLAAN
Cetakan dan Penggandaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
yang Disediakan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan 4800 4800 66.088.129,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 4800 68.070.773,00 | BADAN PENGELOLAAN
Bacaan dan Peraturan Dokumen Dokumen Samarinda Kota, | ASLI DAERAH Dokumen KEUANGAN DAN ASET
Perundang-Undangan yang Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Disediakan
5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 10 Laporan 10 Laporan 218.545.400,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 10 Laporan 225.101.762,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kunjungan Tamu Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 50 Laporan 50 Laporan 344.209.005,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 50 Laporan 354.535.275,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penyelenggaraan Rapat Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Koordinasi dan Konsultasi Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
SKPD
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Laporan Rencana Kebutuhan | 11 Laporan 3 Laporan 727.000.000,00 - - Perangkat Daerah 2 Laporan 318.270.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penunjang Urusan Barang KEUANGAN DAN ASET
Pemerintah Daerah DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 1 Unit 318.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Unit 0,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perorangan Dinas atau Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Kendaraan Dinas Jabatan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
yang Disediakan
5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan 2 Unit 2 Unit 309.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 2 Unit 0,00 | BADAN PENGELOLAAN
Dinas Operasional atau Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Lapangan yang Disediakan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 185 Unit 75 Unit 100.000.000,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 35 Unit 318.270.000,00 | BADAN PENGELOLAAN
Disediakan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang | Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 1 Laporan 2.155.040.161,00 - - Perangkat Daerah 1 Laporan 4.305.071.199,00 | BADAN PENGELOLAAN

Urusan Pemerintahan
Daerah

KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / Tﬁ}?'_lGIET REALISASI Plé’:';lg':ﬁ'\l TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan | 30 Laporan 30 Laporan 5.463.635,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 30 Laporan 5.627.544,00 | BADAN PENGELOLAAN
Jasa Surat Menyurat Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan | 36 Laporan 36 Laporan 786.763.440,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 36 Laporan 810.366.343,00 | BADAN PENGELOLAAN
Jasa Komunikasi, Sumber Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Daya Air dan Listrik yang Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Disediakan
5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan | 30 Laporan 30 Laporan 139.268.436,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 30 Laporan 168.826.322,00 | BADAN PENGELOLAAN
Jasa Peralatan dan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Perlengkapan Kantor yang Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Disediakan
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan | 5 Laporan 5 Laporan 1.223.544.650,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 5 Laporan 3.320.250.990,00 | BADAN PENGELOLAAN
Jasa Pelayanan Umum Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Kantor yang Disediakan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Laporan Pemeliharaan 170 Unit 159 Unit 2.652.017.470,00 - - Perangkat Daerah 164 Unit 2.962.929.261,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah Penunjang Urusan KEUANGAN DAN ASET
Pemerintahan Daerah DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan 330 Unit 66 Unit 655.636.200,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 66 Unit 675.305.286,00 | BADAN PENGELOLAAN
Perorangan Dinas atau Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Kendaraan Dinas Jabatan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 330 Unit 66 Unit 546.363.500,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 66 Unit 573.681.675,00 | BADAN PENGELOLAAN
Operasional atau Lapangan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
yang Dipelihara dan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang 185 Unit 45 Unit 32.781.810,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 50 Unit 34.420.901,00 | BADAN PENGELOLAAN
Dipelihara Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin | 10 Unit 2 Unit 60.099.985,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 2 Unit 63.104.984,00 | BADAN PENGELOLAAN
Lainnya yang Dipelihara Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya 1 Unit 1 Unit 273.181.750,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Unit 273.181.750,00 | BADAN PENGELOLAAN
yang Dipelihara Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / T:}?'_lGIET REALISASI PE’:‘;ESQQN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 1 Unit 382.454.450,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Unit 401.577.173,00 | BADAN PENGELOLAAN
Bangunan Lainnya yang Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Dipelihara/Direhabilitasi Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 1 Unit 1 Unit 455.636.200,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Unit 688.418.010,00 | BADAN PENGELOLAAN
Prasarana Gedung Kantor Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
atau Bangunan Lainnya yang Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan 1 Unit 1 Unit 245.863.575,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Unit 253.239.482,00 | BADAN PENGELOLAAN
Prasarana Pendukung Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Gedung Kantor atau Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
2. 5.02.02 PROGRAM Laporan Keuangan Daerah | 1 Laporan 1 Laporan 157.002.137.788,00 1 Laporan 8.205.159.483,00
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen 1 Laporan 2 Dokumen 2.406.839.680,00 - Perangkat Daerah 1 Laporan 2.891.044.873,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rencana Anggaran Daerah Penyusunan Rencana (Murni dan KEUANGAN DAN ASET
Anggaran Daerah Perubahan) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan 1 Dokumen 1 Dokumen 268.545.400,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 225.101.762,00 | BADAN PENGELOLAAN
PPAS yang Disusun Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Dokumen Perubahan | 1 Dokumen 1 Dokumen 268.545.400,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 225.101.762,00 | BADAN PENGELOLAAN
KUA dan Perubahan PPAS Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
yang Disusun Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Jumlah RKA-SKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen 223.181.750,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 281.377.203,00 | BADAN PENGELOLAAN
Diverifikasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 223.181.750,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 281.377.203,00 | BADAN PENGELOLAAN
RKA-SKPD yang Diverifikasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Jumlah DPA- SKPD yang 1 Dokumen 1 Dokumen 294.209.005,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 354.535.275,00 | BADAN PENGELOLAAN
Diverifikasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 223.181.750,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 281.377.203,00 | BADAN PENGELOLAAN
DPA-SKPD yang Diverifikasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.01.0007

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / Tﬁ}?'_lGIET REALISASI PE’:‘;ESQQN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 254.988.400,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 520.138.052,00 | BADAN PENGELOLAAN
tentang APBD dan Peraturan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Kepala Daerah tentang Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Penjabaran APBD

5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 317.687.156,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 481.717.771,00 | BADAN PENGELOLAAN
tentang Perubahan APBD Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
dan Peraturan Kepala Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Jumlah Dokumen Regulasi 1 Dokumen 1 Dokumen 228.682.719,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 184.043.201,00 | BADAN PENGELOLAAN
serta Kebijakan Bidang Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Anggaran Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang 47 Orang 100 Orang 104.636.350,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 47 Orang 56.275.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Penganggaran Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Pemerintah Kabupaten/Kota

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan | Jumlah Buku Juknis dan 5 Jenis Buku 5 Jenis Buku 1.675.612.538,00 - - Perangkat Daerah 5 Jenis Buku 2.446.880.917,00 | BADAN PENGELOLAAN

Perbendaharaan Daerah Laporan KEUANGAN DAN ASET

Pertanggungjawaban APBD DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 163.909.050,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 168.826.322,00 | BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi dan Pengelolaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Kas Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 109.272.700,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Laporan 112.550.881,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Sisa Lebih Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Perhitungan Anggaran Tahun Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Sebelumnya

5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Jumlah Dokumen Hasil 47 Dokumen 1 Dokumen 282.017.359,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 47 Dokumen 393.477.880,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengendalian dan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Penerbitan Anggaran Kas Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
dan SPD

5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 54.636.350,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 56.275.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penatausahaan Pembiayaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 184.585.630,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 190.123.199,00 | BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi, Fasilitasi, Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Asistensi, Sinkronisasi, Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
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10

11

12

13

14

15

16

17

5.02.02.2.02.0006

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai d

engan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Pelaksanaan
Kerja Sama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank

1 Dokumen

1 Dokumen

220.699.895,00

Kota Samarinda,
Samarinda Kota,
Bugis

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Perangkat Daerah

1 Dokumen

433.320.892,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dal

n Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan d

an Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil Koordinasi
dalam rangka Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

1 Laporan

1 Laporan

54.636.350,00

Kota Samarinda,
Samarinda Kota,
Bugis

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Perangkat Daerah

1 Laporan

56.275.441,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0008

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi

Kas

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah
sebagai Optimalisasi Kas

1 Dokumen

1 Dokumen

54.636.350,00

Kota Samarinda,
Samarinda Kota,
Bugis

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Perangkat Daerah

1 Dokumen

56.275.441,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0009

Rekonsiliasi Data Penerimaan

dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas

SP2D dengan Instansi Terkait

Jumlah Dokumen Hasil
Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait

1 Dokumen

1 Dokumen

242.554.435,00

Kota Samarinda,
Samarinda Kota,
Bugis

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Perangkat Daerah

1 Dokumen

455.831.068,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0010

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan

Pengeluaran Kas serta Penatausah

aan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Jumlah Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

1 Dokumen

1 Dokumen

254.028.069,00

Kota Samarinda,
Samarinda Kota,
Bugis

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Perangkat Daerah

1 Dokumen

467.648.911,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.02.2.02.0011

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / TﬁEﬁET REALISASI Plé’:';lg':ﬁ'\' TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang 1 Orang 150 Orang 54.636.350,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Orang 56.275.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Penatausahaan Keuangan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan | Buku Laporan Keuangan 3 Jenis buku 3 Jenis buku 1.624.276.768,00 - - Perangkat Daerah 3 Jenis buku 2.085.005.071,00 | BADAN PENGELOLAAN
Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah serta Laporan Lap.Keuanga Lap.Keuanga Lap.Keuanga KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Daerah Pertanggungjawaban dan n n n DAERAH KOTA SAMARINDA
Penjabaran APBD
5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Jumlah Laporan Hasil 36 Laporan 36 Laporan 325.086.283,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 36 Laporan 334.838.871,00 | BADAN PENGELOLAAN
Koordinasi Pelaksanaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Akuntansi Penerimaan dan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Pengeluaran Kas Daerah
5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Jumlah Dokumen Hasil 34 Dokumen 1 Dokumen 163.909.050,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 34 Dokumen 168.826.322,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi dan Verifikasi Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan,
Pendapatan-LO, dan Beban
5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Jumlah Laporan 18 Laporan 18 Laporan 109.272.700,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 18 Laporan 112.550.881,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pertanggungjawaban Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Pelaksanaan APBD Bulanan, Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Triwulanan dan Semesteran
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan 9 Laporan 9 Laporan 337.090.800,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 9 Laporan 450.203.524,00 | BADAN PENGELOLAAN
SKPD, BLUD dan Laporan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Pemerintah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Daerah yang Terkonsolidasi
5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 109.272.700,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Dokumen 112.550.881,00 | BADAN PENGELOLAAN
Analisis Laporan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Pertanggungjawaban Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah Kebijakan dan 3 Dokumen 1 Dokumen 114.736.335,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 3 Dokumen 118.178.425,00 | BADAN PENGELOLAAN
Panduan Teknis Operasional Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Penyelenggaraan Akuntansi Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang 1 Orang 150 Orang 246.363.500,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 1 Orang 562.754.405,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Akuntansi, Pelaporan dan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUISAG) EIDARS INDIKATOR PROGRAM / TAAKRHGIIFE{T RIS PEQ?EEIQQN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
Jumlah BLUD 14 Lembaga 12 Lembaga 218.545.400,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 14 Lembaga 225.101.762,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kabupaten/Kota yang Dibina Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Jumlah Belanja Keadaan - 1 Paket 150.535.963.536,00 - Perangkat Daerah - 0,00 | BADAN PENGELOLAAN
Kewenangan Pengelolaan darurat termasuk keperluan KEUANGAN DAN ASET
Keuangan Daerah Mendesak yang dipenuhi DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 150.535.963.536,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Dana Darurat Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
dan Mendesak Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Rekonsiliasi Laporan 3jenis 3 jenis 759.445.266,00 - Perangkat Daerah 3jenis 782.228.622,00 | BADAN PENGELOLAAN
Implementasi Sistem Penerimaan OPD laporan laporan laporan KEUANGAN DAN ASET
Informasi Pemerintah Daerah DAERAH KOTA SAMARINDA
Lingkup Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 1 Dokumen 379.722.633,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 12 Dokumen 391.114.311,00 | BADAN PENGELOLAAN
Implementasi dan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Pemeliharaan Sistem Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah
5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang 1 Orang 150 Orang 379.722.633,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Orang 391.114.311,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Sistem Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Informasi Pemerintah Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Bidang Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota
3. 5.02.03 PROGRAM Laporan Neraca Aset 1 Dokumen 1 Dokumen 62.704.618.030,00 1 Dokumen 3.012.033.744,00
PENGELOLAAN BARANG Barang Milik Daerah
MILIK DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pencatatan | 1 Dokumen 1 Dokumen 62.704.618.030,00 - Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.012.033.744,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah Aset Barang Milik Daerah KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga
Jumlah Standar Harga yang 1 Dokumen 1 Dokumen 109.272.700,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 112.505.881,00 | BADAN PENGELOLAAN
Disusun Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Standar Barang Milik | 200 1 Dokumen 54.636.350,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 200 56.272.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah dan Standar Dokumen Samarinda Kota, | ASLI DAERAH Dokumen KEUANGAN DAN ASET
Kebutuhan Barang Milik Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Daerah
5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan | 47 Dokumen 1 Dokumen 163.909.050,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 47 Dokumen 168.826.322,00 | BADAN PENGELOLAAN
Barang Milik Daerah Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.03.2.01.0004

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / TﬁKRHGllFEQT REALISASI Pzﬁ\ﬁﬁﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen 54.636.350,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Dokumen 56.275.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaan Barang Milik Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 40.735.897.200,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Laporan 675.305.286,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penatausahaan Barang Milik Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 54.636.350,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Laporan 56.272.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Inventarisasi (LHI) Barang Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Milik Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 30 Laporan 1 Laporan 20.446.363.500,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 30 Laporan 562.754.405,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengamanan Barang Milik Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Daerah Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 1 Laporan 127.818.100,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 3 Laporan 337.652.643,00 | BADAN PENGELOLAAN
Penilaian Barang Milik Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Daerah dan Hasil Koordinasi Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Penilaian Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 630 Laporan 1 Laporan 163.909.050,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 135 Laporan 168.826.322,00 | BADAN PENGELOLAAN
Pengawasan dan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Pengendalian Pengelolaan Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 1 Dokumen 327.818.100,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 3 Dokumen 337.652.643,00 | BADAN PENGELOLAAN
Optimalisasi Penggunaan, Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Pemanfaatan, Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil 48 Laporan 1 Laporan 245.067.900,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 48 Laporan 252.419.937,00 | BADAN PENGELOLAAN
Rekonsiliasi dalam rangka Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Penyusunan Laporan Barang Semua Kel/Desa | (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Milik Daerah
5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Barang Milik | 1 Laporan 1 Laporan 54.636.350,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - Perangkat Daerah 1 Laporan 56.272.441,00 | BADAN PENGELOLAAN
Daerah yang Disusun Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA

5.02.03.2.01.0013

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN R bl SN,
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2026
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2023 2024 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Orang yang 4 Orang 150 Orang 166.017.030,00 | Kota Samarinda, | PENDAPATAN - - Perangkat Daerah 4 Orang 170.997.541,00 | BADAN PENGELOLAAN
Mengikuti Pembinaan Samarinda Kota, | ASLI DAERAH KEUANGAN DAN ASET
Pengelolaan Barang Milik Bugis (PAD) DAERAH KOTA SAMARINDA
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

JUMLAH 265.901.874.444,00

83.815.468.522,00
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Rencana Kerja 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Samarinda Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
dan fungsi BPKAD secara efektif dan efisien. Renja ini mencerminkan komitmen kami
dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan

berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan kerja
sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat,
serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh
elemen untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan berbagai program dan kegiatan

yang telah direncanakan.

Akhir kata, semoga Renja BPKAD Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang
bermanfaat dan berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah Kota Samarinda. Kami terbuka terhadap masukan dan

saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan Renja ini di masa mendatang.

Terima kasih.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah I /
I l /



